
i 

 

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI 

PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KLATEN  
 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Diajukan Kepada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi 

 

 

 

 
 

 

Oleh : 

ANDRIANI ISTIANINGRUM 

NIM 16.52.21.160 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID 

SURAKARTA 

2023 



ii 

 

 
 

 

  



iii 

 

 

 
 



iv 

 

 



v 

 

 



vi 

 

 

  



vii 

 

MOTTO 

 

“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah : 6) 

 

“Your future depends on your imagination. Throw away your fear, we can do it, 

it’s okay” 

EXO 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study is to determine the implementation of 

accountability and transparency of zakat management at Baznas Klaten. 

Accountability can be realized by recording every zakat management activity 

starting from the existence of transaction evidence to the submission of financial 

reports. Meanwhile, transparency is a principle that guarantees easy access or 

freedom for everyone to obtain information about the organization. 

 This study uses a qualitative approach, this research also uses 

observation, documentation, interviews with amil, muzakki and mustahik from 

Baznas Klaten in collecting data. The method of analysis of this research uses a 

data validity test with source triangulation and technical triangulation as well as 

data analysis. The results of this study indicate that Baznas Klaten is accountable 

and transparent in its management of zakat. 

 

Keywords: Baznas, Accountability, Transparency. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui implementasi 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di Baznas Klaten. Akuntabilitas 

dapat diwujudkan dengan pencatatan setiap aktivitas pengelolaan zakat mulai dari 

adanya bukti transaksi hingga penyampaian laporan keuangan. Sedangkan 

transparansi merupakan prinsip yang menjamin kemudahan akses atau kebebasan 

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang organisasi. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini 

juga menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara dengan amil, muzakki dan 

mustahik dari Baznas Klaten dalam pengumpulan datanya. Metode analisis 

penelitian ini menggunakan uji validitas data dengan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik dan juga analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Baznas Klaten akuntabel dan transparan dalam pengelolaan zakatnya. 

 

Kata kunci: Baznas, Akuntabilitas, Transparansi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Zakat merupakan salah satu faktor penting dalam agama Islam. Sebagai 

salah satu unsur rukun Islam, yakni pada rukun Islam yang ketiga, zakat wajib 

dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat atau disebut sebagai 

muzakki untuk mensucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada 

mustahik (penerima zakat). Tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian 

mustahik, akan tetapi zakat juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam 

sektor ekonomi nasional. Selain itu zakat juga bertujuan mengubah mustahik 

menjadi muzakki, hal ini menunjukan bahwa zakat sangat berpotensi untuk 

mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Apabila dikelola 

dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, 

mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi 

(Nurhasanah, 2018) 

Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduknya Muslim 

memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang sangatlah besar. 

Akhir-akhir ini zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat jika 

dilihat dari pertumbuhannya (Zulfayani, 2019). Hal ini ditandai dengan jumlah 

penghimpunan ZIS di Indonesia pada kurun waktu 13 tahun yakni pada tahun 

2002-2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 39,28% (BAZNAS, 2017). 
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Tabel 1.1 Penghimpunan ZIS Di Indonesia 

Tahun 

Jumlah Dana 

(Rp) 

2013 48.172.735.723 

2014 185.884.216.884 

2015 3.513.171.505.271 

2016 5.017.293.126.951 

2017 6.224.371.269.472 

Sumber : (BAZNAS, 2018, 2019) 

Penghimpunan ZIS menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. 

Dilihat dari tabel di atas, total dana ZIS yang dikumpulkan pada tahun 2017 yaitu 

sebesar Rp 6,2 triliun, meningkat 21% dari tahun 2016. Peningkatan signifikan 

juga ditunjukkan pada tahun 2015 yaitu naik sebesar Rp 3,3 triliun atau 1,79% 

dari tahun 2014 (BAZNAS, 2018, 2019) 

Menurut Bambang Sudibyo, Ketua BAZNAS yang dikutip Nurhasanah, 

(2018). Potensi zakat, penelitian pada 2011 mengungkap potensi 2010 adalah Rp 

217 triliun, dengan perhitungan PDB potensi 2016 menjadi Rp 286 triliun. Jumlah 

potensi yang sangat besar dapat menjadi solusi finansial dalam mengatasi 

permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia (Rulian et al., 2014). 

Namun pada kenyataannya penerimaan zakat di Indonesia sangatlah sedikit, tahun 
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2016 zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS se-Indonesia pada tahun 

tersebut hanyalah Rp 5,1 triliun atau sebesar 1,78 % dari potensinya (Devi et al., 

2018). 

Besarnya kesenjangan antara potensi zakat dengan jumlah dana zakat yang 

berhasil dihimpun menimbulkan banyak pertanyaan. Rendahnya penerimaan zakat 

di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya pemerintah belum 

menerapkan sistem akreditasi dan standar akuntansi publik untuk pengelola zakat 

sehingga belum ada standar yang pasti bagi setiap lembaga pengelola zakat dalam 

melaporkan kinerjanya secara keseluruhan di samping laporan keuangannya 

sehingga tingkat transparansinya masih lemah (Riyanti & Irianto, 2011). 

Dalam survei nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan hasil bahwa 97% masyarakat 

menginginkan pengelola zakat bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% 

masyarakat meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan 

terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut pempublikasian laporan keuangan di 

media massa, 88% masyarakat menginginkan adanya pendataan donatur, 75% 

masyarakat tidak ingin menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang kurang dikenal 

akuntabilitasnya, serta 63% masyarakat ingin mengetahui ke manakah dana zakat 

diserahkan (Nurhasanah, 2018). 

Tidak hanya itu mayoritas Muslim masih membayarkan zakatnya secara 

individual langsung ke mustahik, di samping pemahaman keagamaan yang 

bersifat konservatif, faktor kepercayaan masih menjadi kendala pengelola zakat. 

Tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat pada tahun 2004 hanyalah 
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15% (Lestari, et al 2015) hal itu ditunjukkan dengan masih terdapat kelemahan 

dalam kepatuhan terhadap pengendalian intern pengelola zakat, antara lain 

ditunjukan dalam hal melemahnya pemisahan tugas, pemegang otorisasi, rotasi 

jabatan, dokumen tidak bernomor urut tercetak, dan pengawasan internal 

(Nikmatuniayah, 2019). 

Penelitian Nikmatuniayah, 2019 yang melakukan penelitian pada 

organisasi pengelola zakat di kota Semarang dengan sampel 1 BAZNAS kota 

Semarang dan 6 LAZ kota Semarang menemukan bahwa pengendalian intern 

belum sepenuhnya dipatuhi seperti pada BAZ kota Semarang yang belum 

memiliki auditor internal serta sebagian LAZ belum menyajikan laporan 

keuangan. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran membayar zakat dan 

tingginya biaya profesionalisme. 

Penelitian Alfi, 2018 yang melakukan penelitian pada lembaga zakat 

Rumah Peduli Nurul Fikri di kota Palangkaraya menemukan bahwa akuntabilitas 

dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri 

sudah memenuhi syarat baik dengan pemerintah maupun kepada masyarakat yang 

membutuhkan informasi dengan adanya laporan seluruh kegiatannya dari laporan 

langsung kepada lembaga pengawas yakni BAZNAS sedangkan kepada 

masyarakat berupa laporan yang diunggah di website dan buletin yang disebarkan. 

Penelitian Indrarini & Nanda (2017) yang melakukan penelitian pada UPZ 

BNI Syariah di kota Surabaya menemukan bahwa UPZ BNI Syariah belum 

akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidak transparan 

dan akuntabel UPZ  tercermin dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik 
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melalui media cetak (majalah / brosur) dan web, tidak adanya pelaporan kegiatan 

yang dilakukan oleh UPZ dan tidak ada laporan mustahiq yang menerima zakat. 

Ketidak transparansi dan akuntabel UPZ dapat terjadi karena belum adanya 

peraturan yang mengikat mengenai pelaporan organisasi pengelola zakat. 

Organisasi pengelola zakat masih bingung hal-hal apa saja yang seharusnya 

dilaporkan kepada publik, dan selain kepada publik, kepada siapa pelaporan itu 

ditujukan. 

Penelitian yang dipaparkan di atas mengindikasikan bahwa organisasi 

pengelola zakat masih kurang transparan dan akuntabel terhadap publik. Hal ini 

dikhawatirkan menurunnya kepercayaan muzakki terhadap organisasi pengelola 

zakat. 

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik pada organisasi pengelola 

zakat yang demikian besar menarik minat banyak peneliti untuk meneliti 

akuntabilitas dan transparansi lembaga tersebut. Sejauh ini akuntabilitas dan 

transparansi yang semestinya menjadi karakter dasar organisasi pengelola zakat 

belum sepenuhnya terealisasikan secara maksimal.(Huda & Sawarjuwono, 2013) 

Berdasarkan pengamatan secara tidak langsung yang dilakukan oleh 

penulis bahwa informasi yang dapat diakses oleh publik juga terbilang masih 

minim seperti belum adanya website sehingga kegiatan dan laporan pengumpulan 

dana ZIS tidak dapat diakses dengan mudah oleh publik, begitu pula dengan 

media sosial BAZNAS Kabupaten Klaten seperti instagram hanya berisi 

pendistribusian ZIS kepada mustahiq hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Nita 
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Fatmawati, S. Pd. selaku bagian Pelaksana Bid. ADM, SDM dan Umum saat 

penulis melakukan wawancara awal. 

Hal-hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang 

penerapan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. 

Dari sini penulis akan menganalisis bagaimanakah akuntabilitas dan transparansi 

untuk organisasi pengelolaan zakat dengan judul "Analisis Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Klaten ". 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah 

yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat pada 

BAZNAS Kabupaten Klaten yakni sebagai berikut:    

1. Hasil penelitian terdahulu bahwa terdapat beberapa organisasi pengelola zakat 

masih banyak yang kurang transparan dan akuntabel. 

2. Belum adanya publikasi laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Klaten 

pada media sosial maupun sarana dan prasarana lainnya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan perbedaan pendapat maka 

penulis akan memberikan batasan masalah yakni tentang Akuntabilitas pada 

penelitian ini hanya berfokus pada akuntabilitas hukum dan kejujuran, 

akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dan 
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untuk aspek Transparansi pada penelitian ini hanya berfokus pada ketersediaan 

informasi yang dipublikasikan untuk umum. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil perumusan 

masalah yakni :  

1. Bagaimana implementasi akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana implementasi transparansi pada BAZNAS Kabupaten Klaten? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Klaten. 

2. Untuk mengetahui implementasi transparansi BAZNAS Kabupaten Klaten. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini bisa 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat teoritis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan penelitian serta menambah referensi untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis,   

Adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :  

a. Lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendistribusian 

zakat yang sesuai dengan undang-undang serta dapat mengetahui sejauh mana 

prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dijalankan. 
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b. Menambah ilmu pengetahuan, yakni pembaca diharapkan untuk lebih 

mengetahui tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, 

maka didalam penulisannya dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai 

berikut :  

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hasil 

penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang menyangkut penelitian 

yaitu landasan teori mengenai akuntabilitas, dan organisasi pengelola zakat.   

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 

penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 

teknik 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis, serta 

pembahasan hasil analisis data.  

BAB V PENUTUP  



9 

 

 

 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Akuntabilitas 

Ellis et al (2011) menjelaskan bahwa secara etimologi istilah akuntabilitas 

berasal dari istilah Bahasa Inggris yaitu accountability bermakna 

pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan 

untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik (Devi et al., 2018). 

Endahwati (2014) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan cara 

manajemen (penerima amanah) memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi 

amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya, 

baik dalam bentuk pertanggungjawaban secara vertikal (kepada Allah SWT) 

maupun secara horizontal (kepada manusia dan alam). Apabila dikaitkan dengan 

sifat Rasulullah SAW, akuntabilitas dapat dipersamakan dengan sifat “amanah”, 

artinya bisa dipercaya terhadap  urusan yang dipercayakan kepadanya. Dengan 

demikian orang akan percaya menitipkan urusannya, yakin bahwa kepercayaan itu 

akan dijalankan dengan sebaik-baiknya (Devi et al., 2018). 

Menurut Arifiyadi (2008) Akuntabilitas juga diartikan sebagai kewajiban-

kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk 

mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk 

dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas 

terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal 
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pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan 

kepada masyarakat (Endahwati, 2014). 

Akuntabilitas dianggap penting bagi organisasi amal dan sosial (seperti 

charity, zakat dan wakaf) karena organisasi tersebut melibatkan kepentingan 

banyak stakeholder sehingga pengelola harus menunjukkan bahwa mereka adalah 

pihak yang bisa dipercaya dan capable dalam menjalankan tugasnya (Putri et al., 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 

Menurut Elwood (1993) yang dikutip (Silvia & Ansar, 2011) terdapat lima 

dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yakni :  

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran  

Jaminan mengenai adanya peraturan terkait dengan supremasi hukum atau 

peraturan lain dalam organisasi tersebut dengan akuntabilitas hukum. 

Pertanggungjawaban secara hukum terkait dengan adanya suatu jaminan 

mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 

penggunaan sumber dana publik. 

Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi 

AKUNTABILITAS 

Akuntabilitas 

Hukum dan 

Kejujuran 

Akuntabilitas 

Program 

Akuntabilitas 

Proses 

Akuntabilitas 

Kebijakan 

Akuntabilitas 

Financial 
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dapat menghindari penyalahgunaan jabatan serta pengawasan dan pemeriksaan 

dapat dilakukan untuk menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kepatuhan 

hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu hal yang 

mutlak, sebab dengan begitu indikator untuk menilai atau mengukur tingkat 

akuntabilitas organisasi dalam penyelenggaraan aktivitas khususnya di bidang 

pelayanan publik dapat terwujud dengan sendirinya. 

2. Akuntabilitas program 

  Berkaitan dengan bagaimana organisasi melahirkan sebuah program yang 

mengacu pada strategi dalam pencapaian visi, misi organisasi. Diperlukan 

pengungkapan pelaporan hasil program kegiatan organisasi, sehingga dapat 

mengetahui besarnya sumberdaya yang dialokasikan ke hasil kegiatan yang telah 

terlaksana. 

  Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas program 

antara lain :  

a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf yang bersangkutan dalam 

membuat suatu program. 

b. Dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan sumberdaya yang 

ada. 

3. Akuntabilitas proses 

 Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan 

dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal prosedur administrasi 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi. Prosedur 
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administrasi antara lain: 

a. Pembagian dan pengarahan kerja, yang terdiri dari adanya pendelegasian 

wewenang, uraian tugas, rapat pimpian, dan pengurus organisasi yang 

dilaksanakan secara periodik. 

b. Kecukupan sistem informasi manajemen, yang terdiri dari  

pendokumentasian data organisasi (data struktur kepengurusan, data program 

kegiatan, data keuangan), dan kemudahan mengakses informasi yang dimiliki 

organisasi. 

 Akuntabilitas proses harus menyajikan penjelasan tentang kesesuaian 

antara realisasi kegiatan dengan rencana awal, serta keberhasilan dan kegagalan 

dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurus 

organisasi yang akuntabel, tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang 

dilakukan, tetapi juga terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

 Suatu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan 

pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari para pengurus organisasi 

sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Semua hal yang berkaitan dengan mekanisme dalam 

organisasi (pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan struktur organisasi) 

dilandasi kesepakatan-kesepakatan, dan pertimbangan seluruh anggota organisasi 

dalam membuat suatu kebijakan. 
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5. Akuntabilitas Financial 

 Komponen pembentuk akuntabilitas financial diantaranya yaitu 

pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan:  

a. Pengungkapan  

 Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan 

disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau 

aktivitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. 

b. Ketaatan terhadap Peraturan  

 Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan 

menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, 

kebenaran, dan pertanggungjawaban, oleh karena itu pencatatan transaksi dalam 

pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, 

ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak terdapat unsur 

manipulasi. 

 

2.2 Transparansi 

 Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara 

terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua 

unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan 

(Rahmat et al., 2017). 

 Transparansi merupakan keterbukaan badan pengelola keuangan publik 

dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan 

diawasi oleh masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, 
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efisien, akuntabel serta responsif terhadap kepentingan masyarakat.  

 Transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan  

prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. 

Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa 

informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua 

pemangku kepentingan (Yuliani & Bustamam, 2017) 

 Menurut Mediawati & Maryati (2012) transparansi adalah keterbukaan 

dari laporan keuangan tersebut, bagaimana sebuah perusahaan mernpublikasikan 

laporan keuangan yang telah disusun sehingga dapat digunakan oleh semua 

pengguna laporan keuangan. Menurut Sutedjo (2009) dalam (Amerieska et al., 

2012) prinsip pokok pelaksanaan transparansi yaitu:  

a. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh 

informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam organisasi 

tersebut. 

b. Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain visi, misi, susunan 

pengurus, bentuk perencanaan, dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat 

maupun donatur. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah 

diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir.  

c. Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumen 

terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah. 

 Menurut Nurhayati dan Rahmi (2016) transparansi jika dilihat dari 

perspektif Islam meliputi : 

a. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki, artinya seluruh fakta yang 
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terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan 

harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. 

b. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap, tepat waktu, dapat 

dibandingkan. 

c. Pemberian informasi perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang 

membutuhkan informasi. 

 Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat menciptakan suatu 

sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi 

saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun 

masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidak 

percayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. (Alfi, 2018) 

 

2.3  Organisasi Pengelola Zakat 

2.3.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat  

Yang dimaksud pengelolaan zakat yaitu kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Nurhasanah, 2018). 

Dalam pengelolaan zakat yang perlu pertama kali dibicarakan yaitu 

menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan dibentuk. Visi dan misi 

ini harus disosialisasikan kepada pengurus agar menjadi pedoman dari setiap 

kebijakan atau keputusan yang diambil. 

Di Indonesia terdapat dua lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil 

Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengertian Badan amil zakat 
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menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yakni lembaga yang melakukan 

pengelolaan zakat secara nasional BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non 

struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab. Sedangkan LAZ yakni 

lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk membantu pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

 

2.3.2 BAZNAS Kabupaten / Kota  

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat BAZNAS Kabupaten / Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang 

ditunjuk atas usul Bupati / walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari 

BAZNAS Pusat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten / 

Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintah, BUMN, 

BUMD, Perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, 

Kelurahan atau tempat lainnya. 

BAZNAS Kabupaten / Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 

pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 

BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah Pelaporannya diumumkan melalui 

media cetak atau media elektronik. 

 

2.3.3 Syarat Menjadi Amil Zakat 

Sebagai lembaga pengelola zakat diharuskan memiliki kriteria untuk 

merekrut amil zakat yang benar-benar amanah. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam 

(Muljawan et al., 2016) beberapa syarat pokok menjadi amil zakat diantaranya :  
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1. Muslim / Beragama Islam, baik perempuan ataupun laki-laki. Zakat 

merupakan salah satu rukun Islam jadi pengelolanya haruslah umat yang 

beragama Islam (muslim). Sehingga mengetahui kewajiban dan tatacara 

mengelola zakat sebagai bentuk tanggungjawab yang harus diembannya. 

2. Dewasa / cukup umur yang sehat akal pikirannya untuk menerima amanah 

untuk mengelola zakat dari muzakki. 

3. Memiliki sifat amanah dan jujur, pengelola zakat dapat mewujudkan sifat ini 

dalam bentuk keterbukaan / transparansi atas laporan pertanggungjawaban 

dana zakat. 

4. Memiliki pengetahuan yang lengkap dan memahami fikih, aturan dan 

peraturan zakat, sebagai persyaratan penting untuk manajemen. Hal ini 

diperlukan agar dapat menumbuhkan kepercayaan organisasi pengelola zakat 

serta kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. 

5. Efisien dan memiliki kemampuan untuk bekerja pada target zakat. 

6. Memiliki independensi, tidak terafiliasi oleh kelompok tertentu. 

 

2.3.4 Susunan Organisasi BAZ  

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 

menyatakan bahwa :  

1. BAZNAS terdiri dari 11 anggota terdiri dari 3 (tiga) unsur pemerintah dan 8 

(delapan) unsur masyarakat. Unsur pemerintah yakni seseorang yang 

ditunjuk dari instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sedangkan, 

masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat 
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Islam. 

2. Badan Amil Zakat terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas dan 

badan pelaksana. 

3. Dewan pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota. 

4. Komisi pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.  

5. Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian 

pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pendayagunaan.  

6. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua dengan masa jabatan 

5 (lima) tahun. 

7. Ketua dan wakil ketua dipilih dari anggota BAZNAS. 

 

2.4 Sistem Pelaporan dan Akuntansi Zakat 

2.4.1 Tujuan Pelaporan dan Akuntansi Zakat 

Tujuan sistem pelaporan dan akuntansi zakat bukan sekedar untuk 

memberikan laporan kepada Muzakki, namun lebih komprehensif yaitu : 

1. Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan 

tanggung jawab amil zakat terhadap amanah dari penarikan atau 

pengumpulan dana serta pemeliharaan dan pendistribusiannya. 

2. Menyediakan informasi kepatuhan amil zakat terhadap prinsip,  serta 

informasi penerimaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip, bila ada. 

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua Transaksi 

dan kegiatan usahanya. 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 
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5. Melindungi aset organisasi. 

 

2.4.2 Informasi yang Perlu Dilaporkan 

 Hal-hal minimal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan, antara 

lain : 

1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan saldo dana amil zakat. 

2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan 

sifat ekuitas dana. 

3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode 

dan hubungan antara keduanya. 

4. Cara amil zakat mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya 

yang berpengaruh pada likuiditasnya. 

5. Kepatuhan amil zakat terhadap ketentuan Syariah serta informasi penerimaan 

yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariah bila ada dan bagaimana 

penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya. 

6. Usaha peningkatan kesejahteraan dan menyelesaikan permasalahan mustahik. 

 Menurut PSAK 109, amil zakat harus mengungkapkan hal-hal terkait 

dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada beberapa aspek berikut : 

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan 

penerima, 

2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non Amil seperti 

persentase pembagian, alasan, dan konsisten kebijakan, 

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat 
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berupa aset nonkas, 

4. Rincian jumlah Penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban 

pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung masing-masing 

mustahiq, 

5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi : jumlah dan 

jenis aset yang disalurkan serta persentase dari aset yang disalurkan tersebut 

terhadap total penyaluran selama periode 

 Kelima jenis informasi diatas dapat disajikan secara rutin dan teratur 

dalam beberapa laporan keuangan, yaitu : 

1. Neraca 

 Laporan neraca memberikan gambaran posisi keuangan pada waktu 

tertentu,  yaitu kekayaan dan kewajiban lembaga amil zakat. Kekayaan Amil 

merupakan aset yang sudah menjadi hak Amil atau hak pengelola, sedangkan 

pasiva mencerminkan dana ataupun kewajiban Amil terhadap pihak lain, seperti 

hak mustahik yang belum terbayarkan ataupun kewajiban lainnya seperti utang. 

2. Laporan Perubahan Dana 

 Laporan ini menunjukkan laporan perubahan dana zakat, dana infak atau 

sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. 

3. Laporan perubahan aset kelolaan 

 Laporan ini menunjukkan perubahan aset, mulai dari aset lancar,  aset 

tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal 

dan saldo akhir. 

4. Laporan Arus Kas 
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 Laporan ini memuat informasi untuk para pengguna laporan keuangan,  

menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan amil zakat untuk menggunakan 

arus kas tersebut. laporan arus mencakup keseluruhan arus kas dalam aktivitas 

operasi,  investasi dan pendanaan dalam satu periode. Format dari laporan arus 

kas dapat mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

 Catatan ini menyajikan catatan atas laporan keuangan untuk menyediakan 

informasi lebih detail mengenai Amil, kebijakan akuntansi amil, penjelasan pos-

pos penting dan sebagainya. Format dari catatan atas laporan keuangan arus dapat 

mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya. 

 

 

2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Tabel 1.1 

Hasil penelitian yang relevan. 

No. Variabel  Peneliti, Metode, 

Sampel  

Hasil Penelitian  Saran 

Penelitian  

1  Transpa- 

ransi dan 

akuntabi- 

litas 

pengelola-

an ZIS 

Rahmat et al., (2017) 

Metode analisis 

deskriptif kualitatif 

Penelitian pada 

BAZNAS kab. 

Buleleng 

Akuntabilitas 

sudah sesuai 

syariah dan 

perundang- 

undangan yang 

berlaku. UPZ 

bertugas untuk 

melayani 

muzakki dalam 

mengumpulkan 

zakat SIMBA  

dapat 

mempercepat 

Diharapkan 

karyawan bisa 

mengoprasi- 

kan SIMBA 

untuk 

meningkatkan 

kualitas  

kinerjanya 
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pencatatan 

sehingga laporan 

keuangan bisa  

efektif dan 

efisien 

2 Akuntabi- 

litas 

pengelola-

an zakat, 

infaq, dan 

shadaqah  

(ZIS)  

Endahwati, (2014) 

Metode yang digunakan 

kualitatif deskriptif. 

Penelitian pada BAZ 

kab.  

Lumajang  

Praktik 

akuntabilitas 

terdiri dari 

akuntabilitas 

vertikal yakni 

prinsip amanah 

dan akuntabilitas  

Horizontal yakni 

prinsip 

profesional  

dan transparan. 

Diharapkan 

BAZ dapat 

meningkatkan  

Akuntabilitas 

layanan, 

program dan  

Laporan 

3 Akuntabi- 

litas 

laporan  

Keuangan  

Nikmatuniayah (2019) 

Metode menggunakan 

analisis kualitatif 

deskriptif dengan 

model Multicase study 

Penelitian pada 

BAZNAS kota  

Semarang, 6 LAZ 

Laporan 

keuangan sudah 

tersedia di 

semua LAZ 

Akuntabilitas 

ditujukan kepada 

masyarakat, 

negara serta 

Allah SWT 

Harus ada 

SOP  

4 Akuntabi- 

litas dan 

Transpara

nsi 

Lembaga 

Amil 

Zakat 

Alfi (2018) 

Metode Penelitian 

Kualitatif deskriptif. 

Penelitian pada Rumah 

Peduli Nurul Fikri Kota 

Palangkaraya 

Akuntabilitas  

dalam 

pengelolaan  

lembaga amil  

zakat Rumah  

Peduli Nurul  

Fikri Kota  

Palangka Raya  

yang dilihat  

dari; Pertama,  

menyediakan 

informasi yang 

bermanfaat dan 

relevan bagi 

pemerintah dan 

masyarakat luas 

untuk  

Diharapkan 

agar lembaga 

amil zakat 

Rumah Peduli 

Nurul Fikri 

dapat 

menyelesai- 

kan izin dari 

BAZNAS 

pusat serta  

dalam 

pengelolaan- 

nya dapat 

meningkat 

seperti 
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mengevaluasi 

tanggung jawab 

sosial organisasi, 

bahwa lembaga 

amil zakat 

Rumah Peduli 

Nurul Fikri 

sudah memenuhi  

syarat ini baik 

dengan 

pemerintah 

maupun kepada  

masyarakat yang 

membutuhkan  

informasi 

dengan adanya  

laporan seluruh 

kegiatannya dari 

laporan langsung 

kepada lembaga 

pengawas yakni  

BAZNAS 

sedangkan 

kepada 

masyarakat 

berupa laporan  

yang diunggah  

di website dan  

buletin yang  

disebarkan. 

Kedua, 

menyediakan  

informasi  

mengenai  

pertukaran- 

pertukaran  yang 

terjadi  antar 

organisasi  dan 

lingkungan  

sosial, 

berdasarkan 

laporan yang 

peneliti dapat 

bahwa di dalam 

laporan selain 

menerangkan 

pemodalan 

wirausaha, 

cangkupan 

lembaga dapat  

mencapai 

pelosok desa, 

dan sosialisasi  

kepada 

masyarakat 

agar lebih 

sadar akan 

zakat. 
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jumlah dana tapi 

segala bentuk  

kegiatan  

lembaga amil 

zakat Rumah 

Peduli Nurul 

Fikri seperti hal 

seminar, bantuan 

kebakaran, 

bantuan  banjir. 

Ketiga, 

menyediakan  

informasi 

mengenai 

manfaat sosial  

(social benefit)  

dan biaya sosial 

(social cost) 

yang terjadi 

akibat operasi 

perusahaan atau 

nilai tambah 

yang diberikan  

oleh perusahaan  

(value add)  

untuk jangka 

waktu atau 

periode tertentu,  

dalam  

pelaksanaannya  

seluruh  

kegiatanya  

lembaga amil 

zakat Rumah 

Peduli Nurul 

Fikri.  Di mana 

kegiatan  

lembaga  

dirancang 

terlebih dahulu 

dan berapa target 

dana serta untuk 

apa saja dana 

yang 

dibutuhkan.  
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5 Imple- 

mentasi 

Akuntabi-

litas pada 

Organisasi 

Pengelola 

Zakat 

 

Putri et al., (2016) 

Metode analisis 

Kualitatif Deskriptif. 

Penelitian pada 

BAZNAS Kab. Agam. 

BAZNAS Kab. 

Agam telah 

mengimple- 

mentasikan 

prinsip 

akuntabilitas 

dalam 

organisasi. 

Namun, ada 

beberapa hal 

yang perlu 

diperbaiki, 

yaitu : (1) belum 

adanya 

kebijakan yang  

mengatur 

tentang larangan 

rangkap jabatan 

dalam organisasi 

sejak didirikan. 

Walaupun 

demikian, tidak 

ada pegawai 

BAZNAS Kab. 

Agam yang 

memiliki 

rangkap jabatan 

dalam 

organisasi.  

(2) Tenaga kerja 

dalam organisasi 

kurang 

memadai. 

Berdasarkan 

struktur 

organisasi, 

BAZNAS Kab. 

Agam memiliki 

pengurus inti 

dan pegawai 

sekretariat yang 

membantu 

jalannya 

beberapa fungsi.  

Namun, 

pengakuan yang 

BAZNAS 

Kab. Agam  

harus 

membuat 

kebijakan 

yang 

melarang 

adanya 

rangkap 

jabatan pada 

staf pengelola.  

Selain itu, 

juga memberi  

sanksi pada 

yang 

melanggar 

guna 

menghindari 

adanya 

konflik 

kepentingan. 

Terkait 

dengan 

petugas, 

sebaiknya 

merekrut  

tenaga kerja 

baru untuk 

organisasi  ini. 
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diperoleh dari 

pegawai bahwa 

mereka 

menghentikan 

satu sistem 

layanan zakat 

karena tidak 

ingin 

pegawainya 

bekerja ganda. 

Hal ini 

menunjukkan 

bahwa tenaga 

kerja dalam 

organisasi ini 

sebenarnya 

kurang 

memadai. 

(3) Belum 

adanya laporan 

lapangan yang 

terstruktur dan 

terjadwal dalam 

organisasi. 

Pegawai 

lapangan hanya 

membawa 

berkas yang 

akan disurvei. 

Tidak ada 

laporan lapangan 

yang terstruktur 

dan terjadwal 

yang dimiliki. 

Jika ada sesuatu 

yang ditemui di 

lapangan, hal itu 

akan 

disampaikan 

kepada pegawai 

lainnya tanpa  

ada laporan 

khusus.  

(4) Belum 

adanya fakta 

perjanjian 
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internal bagi 

setiap individu 

atau personil 

yang terlibat 

dalam kegiatan 

program. Setiap 

orang memiliki 

kebebasan 

beragama. Hal 

tersebut juga 

diatur oleh UU 

yang ada di 

negara ini. Oleh 

karena itu, tidak 

dibenarkan bagi 

seseorang untuk 

mengajak orang 

lain agar 

menganut agama 

mereka. Hal ini 

juga disadari 

oleh BAZNAS 

Kab. Agam. 

Hanya saja, 

mereka tidak 

memiliki pakta 

perjanjian 

internal akan hal 

ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian  

 Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang digunakan oleh penulis, 

dimulai dari pengajuan judul pada September 2019 hingga laporan hasil penelitian 

April 2023. Rincian waktu dan kegiatan penelitian yang akan dilakukan secara 

garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :  

1. Tahap persiapan, tahap ini dimulai dengan pengajuan judul dan pembuatan 

proposal.  

2. Tahap pelaksanaan, tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung 

dilapangan.  

3. Tahap penyelesaian laporan, tahap ini meliputi analisis data yang telah 

terkumpul dan penyusunan laporan hasil penelitian yang sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan.  

3.1.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil objek di BAZNAS Kabupaten Klaten dengan 

alamat Jl. Ronggowarsito, Gunungan, Bareng Lor, Kec. Klaten Utara, Klaten. 

Telepon (0272) 339 1307. Whatsapp 085229914. Email : 

BAZNASkab.klaten@BAZNAS.go.id . Dari lokasi penelitian tersebut, penulis 

bermaksud memahami tentang fenomena dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, 

serta tempat dimana penulis dapat memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan. 

mailto:baznaskab.klaten@baznas.go.id


30 

 

 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2009) metode penelitian kualitatif merupakan 

metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana 

peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

triangulasi (gabungan), teknik analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

 

3.3 Data dan Sumber Data  

3.3.1 Jenis data  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan 

berdasarkan pada deskriptif kualitatif. Pendekatan ini mengarah pada 

pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran kondisi yang 

sebenarnya terjadi di lapangan. 

 

3.3.2 Sumber data  

a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian yakni wawancara dengan 

narasumber terkait dengan penelitian seperti ketua BAZNAS dan bagian 

pencatatan dana zakat mengenai implementasi akuntabilitas dan transparansi 

BAZNAS Kabupaten Klaten.  

b. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 
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kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran 

umum BAZNAS Kabupaten Klaten, struktur organisasi, laporan keuangan 

BAZNAS Kabupaten Klaten, serta dokumen lain yang relevan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

1. Interview atau Wawancara adalah salah satu cara mendapatkan data dengan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 

2009). Dalam penelitian ini penulis memilih informan pada bagian ketua 

BAZNAS Kabupaten Klaten dan bagian pencatatan dana zakat mengenai 

pengelolaan dana zakat. Selain itu, penulis juga akan mewawancarai 

beberapa muzakki untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi 

BAZNAS Kabupaten Klaten telah dirasakan oleh muzakki atau belum. 

2. Observasi, menurut Emzir (2012) observasi didefinisikan sebagai perhatian 

yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Dengan demikian, 

penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan lapangan 

secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan keterangan tentang 

apa yang sebenarnya telah dipelajari dengan apa yang dijumpai pada objek 

penelitian. Penulis akan melakukan observasi pada objek penelitian selama 1 

bulan. 

3. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2017) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Studi Dokumen digunakan untuk melengkapi 
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data yang dijaring melalui teknik wawancara dan observasi. Peneliti akan 

mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, arsip, data 

laporan, gambar / foto dan lain-lain pada BAZNAS Kabupaten Klaten. 

Dokumen yang dibutuhkan antara lain profil lembaga, laporan keuangan, SK 

pendirian BAZNAS, SK tugas dan wewenang, bukti penerimaan dan 

penyaluran zakat maupun dokumentasi kegiatan BAZNAS Kabupaten 

Klaten. 

 

3.5 Uji Kredibilitas Data  

3.5.1 Triangulasi 

Menurut Sugiyono (2009) Triangulasi adalah teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan 

derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta 

bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data dilapangan. Dalam penelitian ini 

menggunakan dua metode triangulasi yakni triangulasi sumber dan triangulasi 

metode.   

1. Triangulasi sumber 

 Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai sumber untuk memperoleh data dengan cara membandingkan ataupun 

mengecek ulang informasi dengan sumber yang berbeda (Sugiyono, 2017). 

2. Triangulasi metode 

 Triangulasi metode merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau 
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mengecek keabsahan temuan penelitian. Menurut Moleong (2007) terdapat dua 

strategi dalam triangulasi metode yakni pertama melalui pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, kedua 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

Namun, apabila diketahui ada perbedaan maka peneliti akan menelusuri 

perbedaan-perbedaan tersebut sampai menemukan sumber perbedaannya, 

kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan maupun sumber yang lain.  

 

3.6 Teknik Analisis Data  

 Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif, yaitu akuntabilitas dan 

transparansi pada BAZNAS Klaten. Menurut Sugiyono (2009) mengemukakan 

tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif yakni : 

1. Reduksi data 

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok 

kemudian memfokuskan ke hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Hal 

ini akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 

pengumpulan data. 

2. Paparan data / penyajian data 

 Paparan data / penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 
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3. Penarikan kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan hasil 

dari suatu proses penelitian yang tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, 

karena merupakan satu kesatuan.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Penelitian 

 Dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil pengumpulan data yang 

penulis dapatkan tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada BAB 1, yaitu 

"Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat di Baznas Klaten" 

 Penulis memulai pengumpulan data dengan menggunakan proposal skripsi 

dan surat ijin penelitian dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang ditujukan 

kepada amil zakat, muzakki, dan mustahiq zakat. 

 Hasil dari penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara serta 

dokumentasi sebagai bentuk pencarian kebenaran data dan informasi. Observasi 

dilakukan dengan melihat bagaimana proses pengelolaan zakat dimulai dari 

pengumpulan zakat, pencatatan, hingga pendistribusian zakat. Penulis 

menganalisis hasil wawancara dan observasi untuk memperoleh hasil penelitian 

yang relevan. Analisis ini terfokus pada Amil sebagai pengelola zakat, muzakki 

dan mustahiq di Baznas Klaten. 

 Penelitian ini dimulai dari observasi awal, mengamati dan meninjau 

kinerja Baznas Klaten melalui sosial media dan website yang ada, berlanjut 

dengan tahapan wawancara serta dokumentasi. Kemudian penulis melakukan 

reduksi hasil wawancara dan data agar memudahkan dalam menganalisis data dan 

menarik kesimpulan. 
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 Dalam tahapan analisis, penulis membuat daftar pertanyaan sebagai 

pedoman dan bahan wawancara, pengumpulan data dan dokumentasi yang 

dilakukan penulis sendiri. Berikut adalah tahapan-tahapan untuk pengumpulan 

data melalui wawancara : 

1. Penulis membuat daftar pertanyaan wawancara untuk amil zakat, muzakki 

dan mustahiq di Baznas Klaten. 

2. Penulis melakukan wawancara kepada amil sebagai pengelola zakat, muzakki 

sebagai penyetor atau pembayar zakat, dan mustahiq sebagai penerima 

manfaat zakat tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di 

Baznas Klaten. 

3. Penulis melakukan dokumentasi guna mendapatkan informasi yang lebih 

akurat. 

4. Penulis melakukan pemfokusan data dan menganalisis hasil wawancara yang 

telah dilakukan. 

4.2 Pembahasan Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi di Baznas 

Klaten 

4.2.1 Penerapan Akuntabilitas di Baznas Klaten 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. 

a. Adanya regulasi pemerintah sebagai dasar hukum berdirinya Baznas 

Klaten 
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Landasan hukum yang dipatuhi oleh baznas Klaten seperti pendirian 

Baznas yang sesuai dengan Keputusan Bimas Islam nomor DJ III No.499 

Th 2016 tentang perubahan kedua atas Keputusan Dirjen BIMAS Islam 

nomor DJ II / 568 Th 2014 Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten / 

Kota se Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Unit 

Baznas Klaten sebagai narasumber bagian amil dalam penelitian ini. 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Muzakki 2 dan 3 yang juga 

bertugas sebagai pengurus UPZ yang berkoordinasi dan membantu baznas 

Klaten dalam pengumpulan zakat dilingkup MAN 1 Klaten 

Berdasarkan pernyataan dari Amil maupun Muzakki 2 dan 3 dapat 

disimpulkan bahwa Klaten sudah cukup dalam mentaati peraturan dan 

hukum yang berlaku.  Didukung oleh SK pendirian Baznas Kabupaten 

Klaten maka segala aktivitas dapat dipertanggungjawabkan. 
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b. Adanya dasar kebijakan pembagian divisi dalam pengelolaan zakat 

dan penyaluran zakat. 

 

Gambar Struktur Organisasi Baznas Klaten (Sumber : Baznas Klaten) 

Dalam menjalankan setiap kegiatan, di Baznass Klaten sudah 

terbentuk beberapa divisi untuk menjalankan setiap tugasnya. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan atau wewenang 

dalam pengelolaan dana di Baznas Klaten.  menurut pernyataan Amil dasar 

pembagian divisi di baznas Klaten berdasar pada PERBAZNAS RI No. 2 

Th 2019 Tentang Tugas Wewenang Pimpinan Baznas Provinsi & Pimpinan 

Baznas Kabupaten / Kota dan untuk struktur organisasi di Baznas Klaten 

berlandaskan SK BAZNAS Klaten Nomor 01 / 214 / 2022. Dengan adanya 

SK yang telah ditetapkan diharapkan karyawan dapat menjalankan tugas 

dan wewenangnya sesuai dengan jabatan masing-masing. 
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Dalam penyaluran zakat di Baznas Klaten sesuai dengan pernyataan 

amil, Baznas Klaten sudah menyalurkan ke 8 golongan asnaf mustahiq. 

Dalam penyalurannya pada ke-8 asnaf Baznas Klaten menggunakan 

presentase yang berdasar pada pengalaman kinerja dari tahun-tahun 

sebelumnya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan muzakki 2 

yang menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangannya Baznas Klaten 

telah merinci dengan jelas 8 golongan asnaf yang menerima manfaat zakat 

dan besaran nominalnya. 

 

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas Hukum merupakan jaminan mengenai adanya
peraturan terkait dengan supremasi hukum atau peraturan lain dalam organisasi.

Akuntabilitas Kejujuran berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi dapat
menghindari penyalahgunaan jabatan serta pengawasan dan pemeriksaan dapat
dilakukan untuk menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.

a. Adanya regulasi pemerintah sebagai dasar hukum berdirinya Baznas Klaten

b. Adanya dasar kebijakan pembagian divisi dalam pengelolaan zakat.

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran yang telah diterapkan di Baznas Klaten:

a. Adanya SK Pendirian Keputusan Bimas Islam nomor DJ III No.499 Th 2016
tentang perubahan kedua atas Keputusan Dirjen BIMAS Islam nomor DJ II / 568 Th
2014 Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten / Kota se Indonesia.

b. Adanya SK PERBAZNAS RI No. 2 Th 2019 Tentang Tugas Wewenang Pimpinan
Baznas Provinsi & Pimpinan Baznas Kabupaten / Kota.

c. Adanya SK BAZNAS Klaten Nomor 01 / 214 / 2022 sebagai dasar pembagian
tugas dan wewenang masing-masing jabatan di Baznas Klaten.

d. Pembagian zakat yang telah mencakup 8 golongan ashnaf sesuai dengan yang
tercantum di Al-Qur’an Surat At-Taubah : 60.
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Dapat disimpulkan bahwa Baznas Klaten telah menjalankan tugasnya 

sesuai dengan SK dan peraturan yang ada. Serta dalam pendistribusian dan 

penyaluran zakat di Baznas Klaten telah sesuai dengan 8 golongan asnaf. 

2. Akuntabilitas Proses 

a. Adanya prosedur dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat. 

Dalam mendukung proses pengumpulan zakat, menurut pernyataan 

Amil pertama-tama Baznas Klaten mensosialisasikan keberadaan Baznas 

Klaten, lalu membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekolah, BUMD dan perusahaan-

perusahaan tingkat daerah di Kabupaten Klaten. UPZ - UPZ ini yang 

membantu Baznas Klaten dalam pengumpulan zakat di Baznas Klaten. 

Lalu Baznas Klaten menerbitkan blangko kesanggupan khusus ASN 

bahwa mereka menyetujui atau menyanggupi untuk membayar zakat, 

muzakki yang telah menyetujui menyetorkan zakatnya kepada bendahara 

UPZ masing-masing, dihitung dari 2,5% gaji muzakki. Zakat yang telah 

terkumpul di UPZ selanjutnya disetorkan dan dilaporkan ke Baznas Klaten 

bisa melalui transfer bank atau bisa disetorkan langsung ke Kantor Baznas 

Klaten. Selain itu Baznas Klaten juga menerima zakat, infaq, sedekah 

(ZIS) secara langsung dari perorangan atau muzakki umum yang tidak 

dinaungi UPZ. 

Pernyataan amil tersebut didukung oleh muzakki 1, 2 dan 3, bahwa 

dalam membayarkan zakat, muzakki dibantu oleh bendahara UPZ dalam 
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menghitung jumlah zakat yang dibayarkan dari 2,5% gaji muzakki, 

kemudian oleh bendahara UPZ zakat yang telah terkumpul dilaporkan dan 

disetorkan ke Baznas Klaten. 

b. Adanya prosedur dalam melaksanakan kegiatan penyaluran atau 

pendistribusian zakat. 

Dalam menjalankan kegiatan penyaluran atau pendistribusian zakat, 

Baznas Klaten dibantu oleh takmir masjid terdekat dilingkungan mustahiq. 

Selain berkoordinasi dengan UPZ-UPZ dalam melaksanakan kegiatannya 

Baznas Klaten juga dibantu oleh pihak lain salah satunya adalah takmir 

masjid dalam pengajuan bantuan. 

Dimaksudkan dengan dibantunya mustahiq dalam pengajuan yang 

diajukan oleh takmir masjid ke Baznas Klaten adalah agar ada ikatan 

emosional antara takmir masjid dengan mustahiq, sehingga mustahiq yang 

sebelumnya kurang peduli dan kurang aktif dengan kegiatan keagamaan 

menjadi lebih peduli dan aktif. 

Sesuai dengan pernyataan amil, sebagai contoh lain dalam program 

Renovasi Rumah Tak Layak Huni, pertama-tama Baznas Klaten 

berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dari Dinas 

Perumahan dan Pemukiman ini Baznas Klaten mendapatkan data-data daftar 

rumah yang tak layak huni, selanjutnya dilakukan survey satu-persatu oleh 

Baznas Klaten didampingi oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman, Pihak 

Kecamatan dan Kelurahan / Kepala desa setempat guna memastikan apakah 
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calon mustahiq ini layak untuk mendapatkan manfaat zakat. 

Langkah selanjutnya Baznas Klaten berkoordinasi dengan takmir 

masjid terdekat untuk membantu dan mendampingi mustahiq dalam 

pengajuan bantuan ke Baznas Klaten. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Baznas Klaten benar-benar selektif 

dalam menyalurkan dana zakat agar tidak salah sasaran dalam 

pendistribusiannya. 

 

  

Akuntabilitas Proses

Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas Proses terkait dengan apakah prosedur yang telah
digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal prosedur administrasi yang
berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi.

Akuntabilitas Proses yang telah diterapkan di Baznas Klaten:

a. Melaksanakan urutan prosedur dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjalankan
program pengumpulan dan pendistribusian dana.

b. Melakukan pencatatan rinci data muzakki dan mustahik berdasarkan nama dan alamat.

c. Menerbitkan bukti transaksi.

c. Selektif dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat.
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3. Akuntabilitas Program 

a. Adanya sosialisasi mengenai program- program Baznas Klaten. 

 

Gambar Dokumentasi Sosialisasi (Sumber : Baznas Klaten) 

 

Menurut pernyataan amil, dalam menjalankan programnya Baznas 

Klaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pihak-pihak 

yang terkait seperti muzakki, UPZ atau instansi atau organisasi lain dalam 

kelancaran program yang dijalankan. Pernyataan tersebut didukung oleh 

pernyataan muzakki 2 dan 3 yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 

program Baznas Klaten dibidang pendidikan. 
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Namun dari penuturan mustahiq dan muzakki 1 menyatakan bahwa 

belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi program-program Baznas 

Klaten karena dari penuturan muzakki 1 beliau tidak terlalu aktif dalam 

setiap update yang dilakukan Baznas Klaten. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Baznas Klaten telah melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat meskipun belum mampu menggandeng 

seluruh lapisan masyarakat. 

b. Adanya strategi dalam mendukung berjalannya program di Baznas 

Klaten 

Meninjau kembali pernyataan Amil pada point akuntabilitas proses, 

bahwa dalam melaksanakan programnya Baznas Klaten bekerja sama 

dengan banyak pihak yang terkait dengan program-programnya. Mulai 

dari UPZ, Dinas Terkait, Kecamatan / Kepala Desa, hingga Takmir Masjid 

dilibatkan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Baznas Klaten. 

Selain itu penulis juga mendapatkan informasi dari mustahiq di bidang 

pendidikan bahwa para mustahiq ini direkomendasikan oleh wali kelas 

sebagai pihak paling dekat dan mengetahui keadaan mustahiq, lalu oleh 

wali kelas dilaporkan kepada UPZ Madrasah, kemudian bendahara UPZ 

melakukan pendataan mustahiq yang diterima dari wali kelas, selanjutnya 

UPZ Madrasah melaporkan ke Baznas Klaten. 

Bantuan yang diberikan kepada mustahiq yang penulis temui berupa 
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uang yang diwajibkan untuk biaya kebutuhan sekolah dalam hal ini 

digunakan untuk membayar SPP bulanan yang langsung diawasi oleh 

pihak sekolah sehingga menjamin tidak adanya penyalahgunaan dana 

distribusi zakat. 

Dari pernyataan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa 

Baznas Klaten melakukan strategi dengan banyak berkoordinasi dan 

bekerja sama dengan banyak pihak agar tidak salah sasaran ataupun target 

dalam pendistribusian dana zakat. 

c. Adanya monitoring dalam pelaksanaan program. 

 Dalam menjalankan programnya Baznas Klaten melakukan 

monitoring terutama kepada mustahiq yang memperoleh dana manfaat 

zakat. Pernyataan ini disampaikan oleh amil bahwa setelah dana dilepas 

atau diterima oleh mustahiq selanjutnya Baznas Klaten meminta bukti 

penggunaan dana.  

 Misalnya dalam program Renovasi Rumah Tak Layak Huni, setelah 

dana diberikan kepada mustahiq, Baznas Klaten meminta bukti seperti 

nota-nota pembelian dan melakukan pengawasan dalam berlangsungnya 

renovasi baik secara langsung atau melalui pihak terdekat seperti takmir 

masjid dan perangkat desa setempat. 

 Contoh lain monitoring dalam menjalankan programnya, seperti yang 

telah penulis sampaikan di point strategi bahwa menurut pernyataan para 
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mustahiq di MAN 1 Klaten bahwa setelah dana disalurkan ke mustahiq 

maka diwajibkan untuk dipergunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan 

seperti untuk membayar SPP. Setelah dana direalisasikan, pihak bendahara 

UPZ Madrasah melaporkan ke Baznas Klaten tentang realisasi dana zakat. 

 Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa Baznas Klaten 

melakukan monitoring terhadap penyaluran zakat dan dibantu berbagai 

banyak pihak dalam pengawasannya agar tidak ada penyalahgunaan dana 

zakat yang telah diterima mustahiq. 

 

  

Akuntabilitas Program

Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas Program merupakan bagaimana organisasi
melahirkan sebuah program yang mengacu pada strategi dalam pencapaian visi,
misi organisasi.

a. Adanya sosialisasi mengenai program-program yang dijalankan

b. Adanya strategi dalam dalam mendukung berjalannya program.

c. Adanya Monitoring.

Akuntabilitas Program yang telah diterapkan di Baznas Klaten:

a. Mengadakan sosialisasi program-program Baznas Klaten kepada masyarakat
baik melalui sosial media maupun sosialisasi secara langsung.

b. Menggandeng banyak pihak untuk berkoordinasi seperti UPZ-UPZ, Dinas-
Dinas Pemerintahan, hingga Takmir Masjid demi kelancaran berjalannya
program-program Baznas Klaten dalam mencapai visi dan misinya.

c. Adanya monitoring dan survei dalam pelaksanaan program sehingga tidak ada
penyalahgunaan dana oleh mustahiq atau terjadinya salah sasaran, baik
monitoring dan survei secara langsung oleh Baznas Klaten maupun dibantu oleh
pihak-pihak yang telah diajak berkoordinasi dalam menjalankan program
tersebut.
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4. Akuntabilitas Kebijakan 

a. Mekanisme pengambilan keputusan di Baznas Klaten. 

 Dalam pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan, Baznas 

Klaten selalu melakukan rapat pleno dengan seluruh pimpinan dan 

karyawan untuk mendiskusikan keputusan yang akan diambil. Hal tersebut 

disampaikan oleh amil bahwa untuk rapat koordinasi rutin dilakukan 

setiap hari Senin. Selain itu apabila ada problem yang mendesak maka 

tidak menutup kemungkinan untuk melakukan rapat diluar jadwal rapat 

rutin agar tetap mengoptimalkan kinerja Baznas. Pernyataan tersebut 

didukung oleh muzakki 2 yang menjadi pengurus UPZ Madrasah bahwa 

Baznas Klaten pernah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh UPZ 

Madrasah di Kota Klaten untuk mendiskusikan program-program 

pendidikan di Baznas Klaten. 

 Dari pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam 

kebijakan pengambilan keputusan Baznas Klaten mengajak banyak pihak 

dalam memutuskan suatu kebijakan. 

b. Kepuasan masyarakat terhadap keputusan yang diambil Baznas Klaten 

Dalam hal kepuasan masyarakat khususnya muzakki dan mustahiq 

pada kebijakan program dan pengelolaan zakat di Baznas Klaten, dari 

pernyataan muzakki 1,2 dan 3 merasa puas dengan program yang telah 

dijalankan Baznas Klaten. Namun menurut muzakki 1 ada beberapa hal 
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yang harus dioptimalkan seperti diperluas lagi untuk sosialisasi program 

dan pelaporan Baznas Klaten. 

Menurut mustahiq 1,2, dan 3 merasa puas dengan program Baznas 

Klaten khususnya dibidang pendidikan karena mereka sangat terbantu 

dengan adanya program tersebut. 

Dari pernyataan muzakki dan mustahiq tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa kinerja Baznas Klaten sudah baik dan memuaskan. 

 

  

Akuntabilitas Kebijakan

Menurut Silvia & Ansar (2011) akuntabilitas kebijakan berhubungan dengan mekanisme dalam
pengambilan keputusan dalam organisasi dilandasi kesepakatan-kesepakatan dan pertimbangan
seluruh anggota organisasi.

Akuntabilitas Kebijakan yang telah diterapkan di Baznas Klaten:

a. Mengadakan rapat pimpinan dan staff secara rutin tiap minggu, atau dalam kondisi mendesak
untuk mendiskusikan keputusan yang akan diambil

b. Mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan program dan
melaksanakan setiap programnya.
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5. Akuntabilitas Financial 

a. Cara Baznas Klaten mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat kepada 

masyarakat. 

Menurut pernyataan Amil, pertanggungjawaban Baznas Klaten dalam 

mengelola zakat tentu dengan menerbitkan laporan keuangan yang dilaporkan 

kepada berbagai pihak. Yang pertama laporan keuangan Baznas Klaten 

dilaporkan kepada Bupati. Yang kedua laporan Baznas Klaten melaporkan 

laporan keuangan kepada Baznas Provinsi. Yang ketiga Baznas Klaten 

melaporkan laporan keuangannya kepada masyarakat khususnya muzakki 

sebagai penyetor dana.  

Pernyataan amil tersebut didukung oleh muzakki 2 dan 3 bahwa laporan 

keuangan telah disampaikan kepada pihak madrasah dan diteruskan kepada 

muzakki yang bersangkutan. 

Selain itu penulis juga menemukan dokumen berupa buletin bulanan yang 

memuat laporan keuangan Baznas Klaten. Dengan itu penulis dapat 

menyimpulkan bahwa cara Baznas Klaten mempertanggung jawabkan 

pengelolaan zakat dengan menerbitkan laporan keuangan dan melaporkan 

kepada pemerintah dan masyarakat guna menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja Baznas Klaten. 
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b. Tidak adanya unsur manipulasi dalam penyampaian laporan keuangan. 

Dalam wawancara terhadap para muzakki dan mustahiq, muzakki 1 

menyatakan yakin bahwa dalam menyampaikan laporan keuangan tidak ada 

unsur manipulasi di Baznas Klaten. Muzakki 1 beranggapan bahwa urusan 

manipulasi atau tidaknya itu merupakan urusan lembaga dengan Tuhan YME. 

Muzakki 2 dan 3 yakin bahwa dalam menyampaikan laporan keuangan 

tidak ada unsur manipulasi di Baznas Klaten, karena muzakki 2 mengetahui 

betul bahwa pimpinan-pimpinan Baznas Klaten merupakan orang-orang yang 

sangat amanah. 

Para mustahiq menyatakan yakin bahwa dalam pengelolaan zakat di 

Baznas Klaten tidak ada unsur manipulasi karena percaya bahwa segala 

kinerja dan pengelolaan zakat di Baznas Klaten berdasar pada Undang-

Undang dan dapat dipertanggungjawabkan 
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4.2.2 Penerapan Transparansi Di Baznas Klaten 

1. Adanya media informasi guna memublikasikan kegiatan Baznas Klaten. 

Media informasi yang digunakan oleh Baznas Klaten dalam 

memublikasikan kegiatannya adalah dengan media sosial seperti Instagram dan 

website. Tak hanya kegiatan saja yang diupload di Instagram Baznas Klaten juga 

mengupload konten-konten lain seperti kata-kata mutiara dan ajakan untuk 

membayar zakat.  Selain itu amil 1 menyatakan bahwa terkadang ada wartawan 

dari beberapa redaksi juga meliput beberapa kegiatan Baznas Klaten. 

Hal tersebut didukung oleh penemuan penulis dan penuturan para siswa 

MAN 1 Klaten yang menjadi mustahiq di Baznas Klaten bahwa Baznas Klaten 

cukup aktif dalam memublikasikan kegiatannya di sosial media khususnya 

Instagram. 

2. Adanya laporan berkala yang diterbitkan tentang pengelolaan dana zakat. 

Untuk laporan berkala Baznas Klaten memiliki laporan keuangan perbulan 

namun laporan perbulan ini tidak dipublis secara luas. Menurut pernyataan amil 1, 

laporan yang dipublis secara luas adalah laporan persemester yang dilaporkan 

kepada Baznas Provinsi dan Pemkab Klaten, dan laporan pertahun yang dipublis 

kepada masyarakat khususnya muzakki melalui rapat atau sosialisasi dan juga 

melalui media cetak seperti buletin. 

Pernyataan tersebut didukung oleh muzakki 1 yang menyatakan bahwa 

Baznas Klaten menyampaikan laporan tahunan mereka secara lengkap baik dari 

pengumpulan hingga pendistribusiannya disampaikan dengan jelas di rapat dan 
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sosialisasi yang diadakan oleh Baznas Klaten. Selain itu dalam observasi penulis 

juga menemukan buletin Baznas Klaten yang memuat laporan keuangan Baznas 

Klaten dalam 1 tahun, berisi lengkap laporan pengumpulan dan pendistribusian 

dana zakat dan infaq di Baznas Klaten. 

3. Adanya media penyampaian pendapat, kritik dan saran. 

Dalam penyampaian pendapat, kritik, dan juga saran, dari pernyataan amil 

Baznas Klaten secara terbuka menyediakan beberapa media seperti melalui 

Whatsapp, DM Instagram, Email, maupun secara langsung ke kantor Baznas 

Klaten   atau melalui rapat koordinasi dan sosialisasi yang diadakan oleh Baznas 

Klaten. 

Pernyataan tersebut didukung oleh muzakki 1 bahwa untuk saran dan 

segala bentuk masukan tentang kinerja Baznas Klaten  muzakki merasa 

dipermudah dengan adanya beberapa media sosial yang dimiliki Baznas Klaten. 
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4.3 Hasil Analisis Akuntabilitas dan Transparansi di Baznas Klaten 

4.3.1 Akuntabilitas di Baznas Klaten 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 

Menurut Elwood (1993) akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya 

jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas 

kejujuran berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari 

penyalahgunaan jabatan. 

Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang telah diterapkan di Baznas 

Klaten diantaranya : 

Transparansi

Menurut Rahmat (2017) Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua
pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan
semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan

a. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi
tentang aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.

b.Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses dan diterbitkan secara
teratur.

c.Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik, maupun argumen
terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik.

Transparansi yang telah diterapkan di Baznas Klaten antara lain :

a. Adanya media sosial seperti Instagram yang digunakan untuk memublikasikan
kegiatannya, seperti pengumpulan dan pendistribusian zakat, rapat dan koordinasi,
monitoring dan survei pelaksanaan program.

b. Menerbitkan laporan keuangan secara teratur dalam bentuk cetak seperti buletin.

c. Menyediakan media penyampaian kritik dan saran secara terbuka baik secara
langsung dan melalui berbagai macam sosial media.

Hanya saja untuk laporan keuangan Baznas Klaten belum bisa diakses secara online
melalui website dikarenakan kurangnya karyawan dan belum adanya staff khusus yang
dapat menghandle website milik Baznas Klaten.
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a. Adanya SK Pendirian Keputusan Bimas Islam nomor DJ III No.499 Th 

2016 tentang perubahan kedua atas Keputusan Dirjen BIMAS Islam 

nomor DJ II / 568 Th 2014 Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten / 

Kota se Indonesia. 

b. Adanya SK PERBAZNAS RI No. 2 Th 2019 Tentang Tugas Wewenang 

Pimpinan Baznas Provinsi & Pimpinan Baznas Kabupaten / Kota. 

c. Adanya SK BAZNAS Klaten Nomor 01 / 214 / 2022 sebagai dasar 

pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan di Baznas 

Klaten. 

d. Pembagian zakat yang telah mencakup 8 golongan asnaf sesuai dengan 

yang tercantum di Al-Qur’an Surat At-Taubah : 60. 

e. Adanya kepatuhan melaporkan pengelolaan dana kepada Baznas 

Provinsi, Pemkab Klaten, dan muzakki Baznas Klaten. 

2. Akuntabilitas Program 

Menurut Elwood (1993) akuntabilitas program berhubungan dengan 

bagaimana organisasi melahirkan program yang mengacu pada strategi apa 

yang digunakan dalam pencapaian visi dan misi organisasi. 

Akuntabilitas program yang telah diterapkan di Baznas Klaten adalah : 

a. Mengadakan sosialisasi program-program Baznas Klaten kepada 

masyarakat baik melalui sosial media maupun sosialisasi secara 

langsung. 

b. Menggandeng banyak pihak untuk berkoordinasi seperti UPZ-UPZ, 

Dinas-Dinas Pemerintahan, hingga Takmir Masjid demi kelancaran 
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berjalannya program-program Baznas Klaten dalam mencapai visi dan 

misinya. 

c. Adanya monitoring dan survei dalam pelaksanaan program sehingga 

tidak ada penyalahgunaan dana oleh mustahiq atau terjadinya salah 

sasaran, baik monitoring dan survei secara langsung oleh Baznas Klaten 

maupun dibantu oleh pihak-pihak yang telah diajak berkoordinasi dalam 

menjalankan program tersebut. 
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3. Akuntabilitas Proses 

Menurut Elwood (1993) akuntabilitas proses berhubungan dengan 

apakah prosedur yang telah digunakan sudah cukup baik dalam hal prosedur 

administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi. 

Akuntabilitas proses yang telah diterapkan di Baznas Klaten adalah : 

a. Prosedur dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat. 

1. Melakukan sosialisasi tentang keberadaan Baznas Klaten. 

2. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap Organisasi 

Perangkat Daerah, Sekolah / Madrasah, BUMD, dan perusahaan-

perusahan tingkat daerah di Kabupaten Klaten 

3. Menerbitkan blangko kesanggupan khusus ASN dalam membayar 

zakat. 

4. Menerima pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat 

yang tidak terhimpun dalam suatu UPZ. 

5. Mencatat dan menerbitkan bukti penyetoran zakat untuk muzakki. 

b. Prosedur dalam melaksanakan kegiatan penyaluran atau pendistribusian 

zakat. 

1. Berkoordinasi dengan berbagai Instansi atau Organisasi untuk 

mendapatkan data calon mustahiq. 

2. Melakukan survei kepada calon mustahiq dengan berkoordinasi 

dengan perangkat desa dan takmir masjid setempat. 
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3. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan dan karyawan 

Baznas Klaten untuk mengambil keputusan dari hasil survei yang 

telah dilakukan. 

4. Menyiapkan administrasi dengan berkoordinasi dengan takmir 

masjid. 

5. Menyalurkan bantuan kepada mustahik. 

6. Monitoring berjalannya program. 

7. Pengarsipan dokumen. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

Menurut (Silvia & Ansar, 2011) akuntabilitas kebijakan berhubungan 

dengan mekanisme dalam pengambilan keputusan dalam organisasi dilandasi 

kesepakatan-kesepakatan dan pertimbangan seluruh anggota organisasi. 

Akuntabilitas kebijakan yang telah diterapkan di Baznas Klaten adalah 

dengan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan dan seluruh staff setiap 

hari Senin untuk mendiskusikan keputusan yang akan diambil. Tak hanya itu 

Baznas Klaten juga melakukan rapat urgensi diluar jadwal rutin apabila ada 

masalah yang mendesak. 

5. Akuntabilitas Financial 

Menurut Muhammad 2002 yang dikutip (Yuliani & Bustamam, 2017) 

Akuntabilitas financial berhubungan dengan pencatatan transaksi dalam 

pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas informatif, menyeluruh, 

ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak adanya unsur 

manipulasi. 
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Akuntabilitas financial yang telah diterapkan di Baznas Klaten adalah 

dengan menerbitkan laporan keuangan dan melaporkannya kepada Baznas 

Provinsi, Pemkab Klaten, dan Muzakki. Selain itu laporan keuangan juga 

diterbitkan dalam bentuk buletin. Laporan yang disampaikan merupakan data 

apa adanya tanpa ada unsur manipulasi untuk tetap menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja Baznas Klaten.  

4.3.2 Transparansi di Baznas Klaten 

Menurut Sutedjo (2009) yang dikutip (Yuliani & Bustamam, 2017) 

prinsip pokok dalam pelaksanaan transparansi adalah : 

1. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh 

informasi tentang aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam organisasi 

tersebut. 

2. Pengungkapan informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses dan 

diterbitkan secara teratur. 

3. Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik, maupun 

argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih 

baik. 

Transparansi yang telah diterapkan di Baznas Klaten antara lain : 

1. Adanya media sosial seperti Instagram yang digunakan untuk 

memublikasikan kegiatannya, seperti pengumpulan dan pendistribusian 

zakat, rapat dan koordinasi, monitoring dan survei pelaksanaan program. 

2. Menerbitkan laporan keuangan secara teratur dalam bentuk cetak seperti 

buletin. 
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3. Menyediakan media penyampaian kritik dan saran secara terbuka baik 

secara langsung dan melalui berbagai macam sosial media. 

Hanya saja untuk laporan keuangan Baznas Klaten belum bisa diakses 

secara online melalui website dikarenakan kurangnya karyawan dan belum 

adanya staff khusus yang dapat menghandle website milik Baznas Klaten.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada 

Baznas Klaten tentang akuntabilitas dan transparansi, maka kesimpulan yang 

dapat penulis jabarkan adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi akuntabilitas yang diterapkan di Baznas Klaten ditunjukkan 

dengan berbagai macam cara, meliputi mematuhi tata cara pembentukan 

beberapa divisi untuk melaksanakan tugas seperti pengumpulan dan 

pendistribusian zakat, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi 

dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan yang 

diterbitkan. 

2. Implementasi transparansi pada Baznas Klaten diantaranya yakni menpublish 

kegiatan yang dilakukan Baznas Klaten melalui media sosial, adanya laporan 

keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, 

pemerintah daerah serta muzakki OPD dalam bentuk media cetak seperti 

buletin, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Hanya saja laporan keuangan Baznas Klaten belum dapat 

diakses secara online melalui website. 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian 

ini antara lain : 
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1. Terbatasnya informasi dan data karena sulitnya pencarian muzakki dan 

mustahik. 

2. Kurangnya literatur dari penelitian terdahulu yang bisa digunakan sebagai 

acuan yang memadai. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis 

memberikan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi organisasi 

pengelola zakat dimasa yang akan datang. 

1. Sebaiknya Baznas Klaten menambah amil zakat sehingga pengelolaan zakat 

menjadi lebih optimal dan lebih cepat. 

2. Sebaiknya Baznas Klaten juga mengupdate dan mengupload laporan 

keuangannya melalui website sehingga bisa lebih mudah diakses oleh 

masyarakat luas. 
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FIELD NOTE 

Teknik Pengumpulan Data : Wawancara Awal dan Pengajuan Izin Penelitian. 

Hari / Tanggal    : Kamis, 5 Maret 2020 

Lokasi     : Kantor Baznas Klaten 

Informan   : Ibu Nita Fatmawati, S. Pd (Bid. ADM, SDM, & 

Umum) 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Penulis  : Bu, Kalau boleh tau untuk laporan keuangan Baznas Klaten ini 

diterbitkan dimana nggih? Kalau saya mau lihat? 

Informan : Nanti bisa sama mbak Zulfi mbak kalau mau lihat laporan 

keuangan. 

Penulis  : Kalau untuk secara online itu saya kan kemarin cari-cari info , 

nah itu untuk websitenya belum ada apa-apa ya bu? 

Informan : Iya mbak, untuk web belum aktif soalnya belum ada yang bisa 

handlenya. Untuk sementara laporan keuangannya bisa ke mbak Zulfi atau 

bulettin mbak. 

Penulis  : Oh nggih bu, terimakasih. 
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Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal    : Kamis, 5 Maret 2020 

Lokasi     : Kantor Baznas Klaten 

Informan   : Bapak Wahyudi (Amil dan  Kepala  Unit 

Pelaksana  Baznas Klaten) 

A. Akuntabilitas 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Akuntabilitas Hukum & Kejujuran 

a.  Regulasi pemerintah apa 

yang dijadikan landasan 

berdirinya BAZNAS 

Klaten? 

Yang jelas Baznas itu adalah lembaga 

pemerintah non struktural yang sifatnya 

mandiri. Kemudian dasar hukum 

berdirinya Baznas ini adalah Keputusan 

Bimas Islam nomor DJ III No.499 Th 

2016 tentang perubahan kedua atas 

Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 

DJ II / 568 Th 2014 Tentang 

Pembentukan Baznas Kabupaten / Kota 

se Indonesia. 

b.  Bagaimana dasar 

kebijakan pembagian 

divisi pengelolaan zakat 

dan penyaluran zakat 

Dasarnya adalah PERBAZNAS RI No. 

02 Tahun 2019 Tentang Tugas 

Wenenang Pimpinan Baznas Provinsi 

Pimpinan Baznas Kabupaten / Kota, dan 
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terhadap 8 asnaf? 

 

untuk struktur organisasi di Baznas 

Klaten ini berlandas pada SK Baznas 

Klaten No. 01/ 214 / 2022 untuk periode 

saat ini. Jadi itu dasar hukum untuk 

pembagian divisi di Baznas Klaten. 

Terus untuk penyaluran zakat 

alhamdulillah kami sudah menyalurkan 

zakat kepada 8 golongan asnaf sesuai 

dengan hukum Islam, seperti yang bisa 

mbak lihat di laporan keuangan kami 

sudah ada rinciannya semua mbak. 

Untuk besarannya sudah 

dipresentasekan bagian-bagian untuk 

tiap asnafnya. Untuk penentuannya 

sesuai dengan pengalaman atau 

kebutuhan selama ini. Misalnya untuk 

bidang pendidikan tahun kemarin kita 

anggarkan segini kok kurang, terus 

untuk RLTH kita anggarkan sekian kok 

kurang, nanti kita tambah dari bagian 

yang tahun kemarin turah gitu mbak. 

Jadi sudah terplot-plot gitu. 

2.  Akuntabilitas Proses 
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a. Bagaimana prosedur 

dalam melaksanakan 

kegiatan pengumpulan 

zakat yang dilakukan oleh 

Baznas Klaten? 

Yang pertama tentu mensosialisasikan 

tentang keberadaan Baznas, kemudian 

setelah itu kita menerbitkan semacam 

blangko kepada para ASN, ASN itu 

nanti membuat surat kesanggupan untuk 

membayar zakat dan mendelegasikan 

kepada bendahara gaji di instansi itu 

untuk menghitung dan memotong. Nah 

sistem penyetorannya ada yang 

langsung transfer bank dan juga ada 

UPZ itu menyetorkan langsung kesini. 

Untuk pencatatannya kita list by name. 

Kami dari Baznas selalu berupaya untuk 

tertib administratif by name by address. 

b. Bagaimana prosedur 

dalam melaksanakan 

kegiatan penyaluran atau 

pendistribusian zakat yang 

dilakukan oleh Baznas 

Klaten? 

Untuk prosedur penyaluran saya kasih 

contoh Renovasi Rumah Tak Layak 

Huni itu pertama-tama kita koordinasi 

dengan Kantor Dinas Perumahan dan 

Pemukiman. Karena dari Dinas 

Perumahan dan Pemukiman ini yang 

punya data konkret sekabupaten Klaten 

itu ada rumah tak layak huni itu berapa, 

itu datanya dari sana. Jadi kita untuk 
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data calon mustahiq itu kita kerjasama 

dengan banyak pihak seperti Dinas 

Perumahan dan Pemukiman, Dinas 

Sosial, dll karena mereka yang punya 

data. Kemudian kita survey bareng-

bareng oh ini layak oh ini tidak layak oh 

in dapat oh ini ndak bisa. Nah setelah 

survey bareng-bareng dan lolos survey, 

mereka mengajukan dibantu oleh 

Takmir Masjid setempat bertujuan 

untuk menciptakan ikatan emosional 

antara takmir masjid dengan mustahiq 

yang sebelumnya ke masjid agak angel 

jadi ada rasa karena yang bantu pak 

takmir jadi lebih aktif ke masjid seperti 

itu. Setelah itu diketahui pak kepala 

desa dan perangkat desa setempat, 

karena sudah lolos check awal, dan 

survey baru dana itu kita lepas. 

3. Akuntabilitas Program 

a. Apakah Baznas Klaten 

melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dalam 

Iya dek. Kita sosialisasi keberadaan dan 

peran Baznas Klaten ini. Sosialisasi 

program juga dilakukan kepada UPZ 
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menjalankan setiap 

programnya? 

 

dan Muzakki saat rapat koordinasi. Kita 

sampaikan akan ada program apa saja, 

kita juga berkoordinasi dengan 

semuanya. Terus juga melalui siaran 

media juga. 

b. Bagaimana strategi dalam 

melaksanakan setiap 

program yang dijalankan? 

Kita juga menganggarkan juga untuk 

rapat-rapat koordinasi dengan seluruh 

UPZ, muzakki, takmir, dinas-dinas 

terkait dan pimpinan, kita gandeng 

banyak pihak yang intinya ajak-ajak 

mari kita maksimalkan kinerja Baznas, 

kita optimalkan pengumpulan, kita 

percepat dalam hal penyaluran. 

c. Apakah ada evaluasi dan 

monitoring dalam 

pelaksanaan program yang 

dijalankan oleh Baznas 

Klaten? 

Ada dek, kita ada monitoring, ya 

contohnya RLTH itu kita monitoring 

selama pengerjaan dan setelah selesai 

kita evaluasi kurangnya gimana dari 

rancangan awal. Itu tetap harus kita 

evaluasi. Jadi jangan sampai kita 

meluncurkan dana itu tidak ada 

hasilnya. Kita dari Baznas tetap 

meminta pertanggungjawaban 

penggunaan dananya, kita minta SPJnya 
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dan tetap kita pantau. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

a. Bagaimana mekanisme 

Baznas Klaten dalam 

pengambilan keputusan 

dalam membuat suatu 

kebijakan? 

Untuk pengambilan keputusan Baznas 

Klaten tidak hanya mengambil 

keputusan dari satu personal, kita harus 

adakan rapat. Apapun kita putuskan 

melalui rapat semuanya. Diskusi dengan 

seluruh pimpinan dan staff. 

Setiap Senin Baznas Klaten selalu 

melakukan rapat koordinasi dengan 

pimpinan, selain itu yang sifatnya rutin 

juga ada yang sifatnya fluktuatif jadi 

seminggu rapat 3 kali juga bisa melihat 

situasi dan krusial masalahnya. 

5. Akuntabilitas Financial 

a. Bagaimana cara Baznas 

Klaten 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana zakat? 

Dengan melaporkan laporan keuangan 

ke berbagai pihak. Yang pasti pertama 

kepada Bupati, kedua kepada Baznas 

Provinsi, ketiga kepada UPZ / Muzakki 

dalam bentuk buletin kalau untuk 

masyarakat sebagai bentuk 

tanggungjawab kami. 
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B. Transparansi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Media apa saja yang 

disediakan oleh Baznas 

Klaten guna 

memublikasikan 

kegiatannya? 

Melalui berbagai macam media, mesti 

dirilis dan dipublikasikan, nanti 

kepercayaan masyarakat gimana kalau 

tidak dipublikasikan. Tak kasih contoh 

misal kalau media cetak diberitakan di 

koran dan buletin. Terus untuk media 

sosial ada instagram. 

Kalau untuk di website memang belum 

sepenuhnya karena memang ada 

kendala untuk personilnya yang 

mengurusi website itu belum ada. 

Sementara memang baru media cetak 

dan sosial media untuk menyampaikan 

informasi dari Baznas Klaten. 

2. Apakah laporan keuangan 

diterbitkan secara berkala 

dan teratur? 

Laporan perbulan ada tapi hanya untuk 

lingkup internal saja biasanya, untuk 

mengetahui bulan ini berapa-bulan ini 

berapa. Yang kita terbitkan dan kita 

laporkan itu biasanya ada persemester 

untuk Pemkab dan Baznas Provinsi, dan 
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pertahun biasanya kita sampaikan ke 

semuanya. Yang dicetak itu yang 

pertahun. 

3. Apakah ada media 

penyampaian kritik dan 

saran yang disediakan oleh 

Baznas Klaten? 

Kita terbuka dek, bisa online, chat, atau 

bisa langsung kesini. Kalau ada 

masukan kita kurang begini begini, kita 

jadi tahu apa yang perlu dibenahi. 
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Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal    : 25 Maret 2023 

Lokasi     : MAN 1 Klaten 

Informan   : Bapak Jaenuri (Muzakki (1) ASN di MAN 1 

Klaten) 

A. Akuntabilitas 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Akuntabilitas Hukum & Kejujuran 

a.  Regulasi pemerintah apa 

yang dijadikan landasan 

berdirinya BAZNAS 

Klaten? 

Kalau untuk landasan berdirinya Baznas 

saya kurang tahu peraturannya no 

berapa-berapanya mbak, yang pasti itu 

ada dari Bimas ya mbak 

b.  Bagaimana dasar 

kebijakan pembagian 

divisi pengelolaan zakat 

dan penyaluran zakat 

terhadap 8 asnaf? 

 

Dasar pembagian divisi itu ya yang psti 

sesuai dengan tugasnya ya mbak, 

penyaluran, distribusi dll 

Ya menurut saya itu untuk penyaluran 

zakat itu sudah sesuai dengan 8 

golongan asnaf karena untuk salah satu 

contoh lingkup kecil di MAN 1 Klaten 

ini penerimanya adalah orang-orang 

yang tidak mampu sehingga di beri 

untuk mendapatkan zakat itu, karena 
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ada sebagian dari siswa MAN ini ada 

yang dari golongan tidak mampu 

2.  Akuntabilitas Proses 

a. Bagaimana prosedur 

dalam membayar zakat ke 

Baznas Klaten? 

Dulu awalnya ngisi blangko sama surat 

kuasa mbak, terus kita itu setor, setor itu 

yang menangani bendahara sekolah, jadi 

yang ngitung dan motong-motong gitu 

bendahara sekolah, tapi yang dipotong 

yang khusus PNS aja, lah terus 

bendahara nyatet dan direkap itu siapa 

aja  yang bayar zakat dan berapa-

berapanya kemudian bendahara dan 

pengurus UPZ setor uang ke Baznas, 

semua itu kita setorkan kesana. 

Untuk besarannya yang kita bayarkan 

itu 2,5% dari gaji, dan itu rutin 

perbulan. 

b. Bagaimana prosedur 

dalam melaksanakan 

kegiatan penyaluran atau 

pendistribusian zakat yang 

dilakukan oleh Baznas 

Klaten? 

Untuk prosedur penyaluran khususnya 

untuk di MAN 1 Klaten ini yang 

pertama wali kelas yang ngedata siapa 

saja siswa siswi yang sekiranya layak 

untuk dapat bantuan, terus nanti sama 

bendahara dan pengurus UPZ 
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direkomendasikan ke Baznas Klaten 

saat kita setoran uang zakat yang 

terkumpul dari guru-guru MAN 1 

Klaten. Diajukan berapa anak, terus itu 

sepertinya untuk besarannya yang di 

terima siswa siswi itu yang nentuin 

Baznas Klaten mbak. 

3. Akuntabilitas Program 

a. Apakah Baznas Klaten 

melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dalam 

menjalankan setiap 

programnya? 

Kalau sosialisasi di MAN 1 Klaten itu 

belum ada ya mbak, tapi kalau diluar 

mugin pernah karena Pak Madi pernah 

beberapa kali ikut itu. Kalau saya 

sendiri belum pernah. 

b. Bagaimana strategi dalam 

melaksanakan setiap 

program yang dijalankan? 

Banyak koordinasi ya mbak yang saya 

lihat. Ajak-ajak bayar zakat, kerjasama 

sama ini sama ini. 

c. Apakah ada evaluasi dan 

monitoring dalam 

pelaksanaan program yang 

dijalankan oleh Baznas 

Klaten? 

Kalau monitoring ke MAN 1 Klaten ini 

kayaknya lebih ke controling ya mbak, 

dana zakat yang disalurkan ke siswa-

siswi itu digunakan untuk bayar SPP, 

jadi murid itu nerimanya bukti SPP nya 

sudah terbayarkan, untuk menghindari 

uangnya digunakan buat neko-neko 
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sama siswa-siswi. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

a. Bagaimana mekanisme 

Baznas Klaten dalam 

pengambilan keputusan 

dalam membuat suatu 

kebijakan? 

Kalau itu saya kurang tau ya mbak, 

soalnnya belum pernah ikut rapat-rapat 

gitu.mungkin bisa tanya Pak Madi. 

b. Sebagai Muzakki apakah 

Bapak / Ibu  puas dengan 

keputusan yang diambil 

Baznas Klaten dalam 

menjalankan programnya? 

Kalau untuk program-programnya puas 

si mbak, bisa menjembatani kita untuk 

bermanfaat untuk masyarakat yang 

membutuhkan. 

5. Akuntabilitas Financial 

a. Bagaimana cara Baznas 

Klaten 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana zakat? 

Nah kalo laporan keuangan itu kan 

secara individu masih kurang tau ya 

mbak ya saya ini, kalau untuk secara 

instansi mungkin bisa, kan bisa kita 

lihat perbandingan zakat yg sekarang 

sama yang kemarin 

Dulu sempet ada kaya di whatsapp gitu 

tapi sekarang udah engga, trus kalau 

masyarakat luas kayanya dulu pernah 

liat sekilas kaya buletin gitu mbak tp 
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yaa saya sendiri orangnya loss ya kalau 

soal laporan-laporan gitu, jadi yaudah 

niat nya bayar zakat yaudah gitu thok 

aja. 

b. Apakah Bapak / Ibu yakin 

tidak adanya manipulasi 

dalam menyampaikan 

mepertanggungjawaban 

yang disampaikan Baznas 

Klaten? 

Kalau itu sih saya yakin-yakin aja ya 

mbak ya, secara kan Baznas ini lembaga 

yang ada dasar hukumnya, kalo ada 

manipulasi atau apa ya itu urusan 

mereka sama Yang Di Atas nggih, yang 

penting kan niat saya kan mbayar zakat 

biar bermanfaat buat orang lain. 

 

B. Transparansi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Media apa saja yang 

disediakan oleh Baznas 

Klaten guna 

memublikasikan 

kegiatannya? 

Kegatannya mungkin di sosial 

medianya mereka ya mbak, tapi saya 

engga ngikutin. Tau kegiatan-kegiatan 

gitu biasanya pak Madi yang cerita, ikut 

acara Baznas ini ini gitu. 

2. Apakah laporan keuangan 

diterbitkan secara berkala 

dan teratur? 

Ya yang pasti teratur ya mbak ya, kan 

kita juga tiap bulannya setoran dan 

ngajuin siswa juga jadi tiap bulan ada 
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laporannya tapi ya masuknya ke 

madrasah. 

3. Apakah ada media 

penyampaian kritik dan 

saran yang disediakan oleh 

Baznas Klaten? 

Ya pasti ada ya mbak ya, ada kontak 

Whatsapp dan telefon, kayanya ada 

sosmednya juga tapi saya engga 

ngikutin 
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Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal    : 03 April  2023 

Lokasi     : MAN 1 Klaten 

Informan   : Bapak Sumadi (Muzakki (2) ASN dan Pengurus 

UPZ di MAN 1 Klaten) 

A. Akuntabilitas 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Akuntabilitas Hukum & Kejujuran 

a.  Regulasi pemerintah apa 

yang dijadikan landasan 

berdirinya BAZNAS 

Klaten? 

SK mbak, biasanya dari pusat atau dari 

Pemkab. Itu ada sebenernya di kantor 

Baznasnya tapi saya engga tau SK 

berapa-berapa. Yang pasti lembaga 

tersebut legal dan ada undang-undang 

yang melandasinya. 

b.  Bagaimana dasar 

kebijakan pembagian 

divisi pengelolaan zakat 

dan penyaluran zakat 

terhadap 8 asnaf? 

 

Kalau pembagian divisi itu sudah jelas 

mbak, dari ketuanya, sekretarisnya itu 

kan banyak sekali ya, itu jelas sekali. 

Ada aturannya, bahkan untuk UPZ yang 

dibentuk Baznas Klaten pun ada Sknya. 

Kalau sebatas yang saya ketahui untuk 

Baznas sendiri sudah ya mbak ya, kalau 

untuk di MAN 1 Klaten sendiri juga 
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dipilihkan siswa yang tergolong dari 8 

asnaf dengan bekerja sama dengan wali 

kelas untuk mendata siswa siswi yang 

dirasa pantas untuk mendapatkan 

bantuan dari Baznas Klaten. 

2.  Akuntabilitas Proses 

a. Bagaimana prosedur 

dalam membayar zakat ke 

Baznas Klaten? 

Pembayaran zakatnya perbulan, untuk 

besarannya 2,5% dari gaji pokok. Nah 

kalau kita menyetorkan ke Baznas itu 

selalu dapat bukti penyetoran seperti ini. 

Untuk penyetorannya itu biasanya bisa 

saya bisa bendahara sekolahan yang 

menyetorkan ke Baznas Klaten setiap 

bulannya dari dana zakat yang 

dibayarkan ASN kepada bendahara 

sekolah. 

b. Bagaimana prosedur 

dalam melaksanakan 

kegiatan penyaluran atau 

pendistribusian zakat yang 

dilakukan oleh Baznas 

Klaten? 

Untuk penerima zakat itu kita 

pertimbangkan dari pekerjaan orangtua, 

penghasilan dan jumlah anggota 

keluarga, nah itu data dari wali kelas 

sebagai pihak yang paling tau kondisi 

mustahiq. Dari data wali kelas itu nanti 

kita laporkan ke Baznas Klaten, nah itu 
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nanti besarnya yang nentuin sana dapat 

berapa aja.  

3. Akuntabilitas Program 

a. Apakah Baznas Klaten 

melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dalam 

menjalankan setiap 

programnya? 

Kalau sosialisasi saya kebetulan pernah 

diundangi 2 kali, itu Baznas Klaten 

mengadakan sosialisasi dengan seluruh 

sekolahan mbak di kantor kabupaten. 

b. Bagaimana strategi dalam 

melaksanakan setiap 

program yang dijalankan? 

Sosialisasi, nggandeng dan ngajak 

koordinasi UPZ-UPZ yang pasti selalu 

sesuai visi misi mengentaskan 

kemiskinan, kalau untuk sesuai dengan 

visi misi yang pasti kita selalu 

mengarah kesana. 

c. Apakah ada evaluasi dan 

monitoring dalam 

pelaksanaan program yang 

dijalankan oleh Baznas 

Klaten? 

Kalau crosscheck kesini langsung 

belum ya mbak sepengtahuan saya, 

biasanya hanya dimintai laporan berapa 

dana yang terkumpul berapa dana yang 

terealisasikan, data yang bayar zakat 

siapa, data yang mendapat bantuan 

siapa. Tapi memang kalau untuk MAN 

1 Klaten ini modelnya bantuan yang 

didapatkan sepenuhnya digunakan 
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untuk membayar keperluan sekolah 

semisal SPP sehingga untuk penerima 

sendiri tidak digunakan untuk neko-

neko. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

a. Bagaimana mekanisme 

Baznas Klaten dalam 

pengambilan keputusan 

dalam membuat suatu 

kebijakan? 

Musyawarah, kalau di rapat koordinasi  

bareng UPZ-UPZ lain gitu Baznas 

Klaten menerima masukan ide ide 

program apa, didiskusikan bareng 

mbak. 

b. Sebagai Muzakki apakah 

Bapak / Ibu  puas dengan 

keputusan yang diambil 

Baznas Klaten dalam 

menjalankan programnya? 

Sebagai Muzakki ya puas ya mbak, 

karena yang pertama kan membayar 

zakat ini merupakan sebuah kewajiban 

kita ya, dan Baznas menjembatani kita 

untuk berguna bagi orang lain. 

5. Akuntabilitas Financial 

a. Bagaimana cara Baznas 

Klaten 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana zakat? 

Kalau dalam waktu dekat ini pas saya 

diundangi dengan seluruh sekolah-

sekolah itu sekaligus untuk 

penyampaian laporan keuangan Baznas 

Klaten. Itu disampaikan di rapat 

koordinasi itu. 

b. Apakah Bapak / Ibu yakin Saya yakin ndak ada mbak. Yakin mbak 
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tidak adanya manipulasi 

dalam menyampaikan 

mepertanggungjawaban 

yang disampaikan Baznas 

Klaten? 

karena saya tahu betul ketuanya pribadi 

yang seperti apa. Kebetulan saja ketua 

nya itu dulu guru saya. InsyaAllah 

untuk persoalan pertanggungjawaban 

dan pemangku jabatan beliau ini baik 

lah. Amanah. 

 

B. Transparansi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Media apa saja yang 

disediakan oleh Baznas 

Klaten guna 

memublikasikan 

kegiatannya? 

Kalau secara langsung ya penyampaian 

dalam rapat dan sosialisasi itu, lewat 

laporan keuangan yang disampaikan 

dari laporannya kan kita jadi 

meyakinkan oh berarti zakat yang telah 

kita sampaikan kesana memang benar 

benar disampaikan ke mustahiq. 

Kalau online ada sosial medianya. 

2. Apakah laporan keuangan 

diterbitkan secara berkala 

dan teratur? 

Iya mbak, kalau yang terakhir saya 

diundang kemarin itu penyampaian 

laporan pertahun. Itu dibahas 

pemasukannya berapa dan digunakan 

untuk apa saja itu disampaikan. 
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Saya ya saya sangat memahami ya 

mbak atas apa yang Baznas Klaten 

sampaikan. 

3. Apakah ada media 

penyampaian kritik dan 

saran yang disediakan oleh 

Baznas Klaten? 

Oh itu ada disana baik secara langsung 

maupun online. 
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Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal    : 04 April  2023 

Lokasi     : MAN 1 Klaten 

Informan   : Bapak Jamil (Muzakki (3) ASN dan Pengurus UPZ 

di MAN 1 Klaten) 

A. Akuntabilitas 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Akuntabilitas Hukum & Kejujuran 

a.  Regulasi pemerintah apa 

yang dijadikan landasan 

berdirinya BAZNAS 

Klaten? 

Kalau landsn berdirinya sudah pasti ada 

dasar hukum dan peraturannya ya mbak, 

secara kan ini adalah lembaga yang 

legal. Ada SK dari pusat pastinya dalam 

menjalankan kinerjanya. 

b.  Bagaimana dasar 

kebijakan pembagian 

divisi pengelolaan zakat 

dan penyaluran zakat 

terhadap 8 asnaf? 

 

Kalau yang saya ketahui untuk Baznas 

sendiri sudah ada pembagian divisi 

masing-masing dalam menjalankan 

tugasnya. Sudah, sudah jelas itu mbak, 

pimpinan-pimpinannya siapa, staff 

staffnya siapa saja itu jelas. 

Untuk penerima zakatnya juga sudah 8 

asnaf ya mbakkalau diliat dari rincian 

dalam laporan keuangan, kalau untuk di 
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MAN 1 Klaten sendiri juga diusahakan 

siswa-siswi yang bener-bener tidak 

mampu untuk menerima bantuan dari 

Baznas. 

2.  Akuntabilitas Proses 

a. Bagaimana prosedur 

dalam membayar zakat ke 

Baznas Klaten? 

Pembayaran zakatnya perbulan, untuk 

besarannya 2,5% dari gaji pokok.Untuk 

penyetorannya dari MAN 1 Klaten ini 

menyetorkan langsung ke Baznas 

Klaten setiap bulannya dari dana zakat 

yang dibayarkan ASN kepada 

bendahara sekolah. 

b. Bagaimana prosedur 

dalam melaksanakan 

kegiatan penyaluran atau 

pendistribusian zakat yang 

dilakukan oleh Baznas 

Klaten? 

Itu dari wali kelas yang mengetahui 

kondisi masing-masing murid ya mbak, 

terus di data siapa saja, di laporkan ke 

pengurus dan bendahara, terus kita 

rekomendasikan ke Baznas Klaten. Nah 

itu nanti besarannya dapetnya berapa 

yang nentuin Baznas Klaten sendiri. 

3. Akuntabilitas Program 

a. Apakah Baznas Klaten 

melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dalam 

Kalau sosialisasi ada ya mbak saya 

kebetulan pernah ikut 2 kali sama pak 

Madi, itu Baznas Klaten mengadakan 
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menjalankan setiap 

programnya? 

sosialisasi tentang programnya dibidang 

pendidikan dengan seluruh sekolahan 

mbak di kantor kabupaten. 

b. Bagaimana strategi dalam 

melaksanakan setiap 

program yang dijalankan? 

Koordinasi ya mbak, membentuk UPZ-

UPZ itu di instansi-instansi, koordinasi 

dengan instansi-instansi lain, dan 

sosialisasi mengajak masyarakat untuk 

sadar zakat. 

c. Apakah ada evaluasi dan 

monitoring dalam 

pelaksanaan program yang 

dijalankan oleh Baznas 

Klaten? 

Sepengetahuan saya, crosscheck kesini 

belum ya mba, biasanya cuma dimintai 

laporan berapa dana yang terkumpul 

berapa dana yang terealisasikan, data 

yang bayar zakat siapa, data yang 

mendapat bantuan siapa. Tapi memang 

kalau untuk MAN 1 Klaten ini 

modelnya bantuan yang didapatkan 

sepenuhnya digunakan untuk membayar 

keperluan sekolah kayak bayar SPP. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

a. Bagaimana mekanisme 

Baznas Klaten dalam 

pengambilan keputusan 

dalam membuat suatu 

Ya mengadakan rapat rapat itu mbak, 

diskusi program-program. 
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kebijakan? 

b. Sebagai Muzakki apakah 

Bapak / Ibu  puas dengan 

keputusan yang diambil 

Baznas Klaten dalam 

menjalankan programnya? 

Ya puas puas saja mbak, dibantu dalam 

merealisasikan dana zakat yang kita 

berikan. 

5. Akuntabilitas Financial 

a. Bagaimana cara Baznas 

Klaten 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana zakat? 

Ya yang pasti dananya digunakan untuk 

menjalankan program-program itu ya 

mbak. Terus untuk penyampaian 

laporan keuangan Baznas Klaten. Itu 

disampaikan di rapat koordinasi gitu. 

b. Apakah Bapak / Ibu yakin 

tidak adanya manipulasi 

dalam menyampaikan 

mepertanggungjawaban 

yang disampaikan Baznas 

Klaten? 

Yakin mbak. Biasanya juga ada audit 

untuk lembaga-lembaga seperti itu. 
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B. Transparansi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Media apa saja yang 

disediakan oleh Baznas 

Klaten guna 

memublikasikan 

kegiatannya? 

Kalau secara langsung ya penyampaian 

dalam rapat dan sosialisasi itu, lewat 

laporan keuangan yang disampaikan 

dari laporannya kan kita jadi 

meyakinkan oh berarti zakat yang telah 

kita sampaikan kesana memang benar 

benar disampaikan ke mustahiq. 

Kalau online ada sosial medianya. 

2. Apakah laporan keuangan 

diterbitkan secara berkala 

dan teratur? 

Iya mbak, kalau yang terakhir saya 

diundang kemarin itu penyampaian 

laporan pertahun. Itu dibahas 

pemasukannya berapa dan digunakan 

untuk apa saja itu disampaikan. 

Kalau rapat-rapat dan sosialisasi gitu 

disampaikan mbak dananya dapet 

berapa, realisasi yang terbaru dipakai 

buat apa. 

3. Apakah ada media 

penyampaian kritik dan 

saran yang disediakan oleh 

Ada mbak, langsung ke kantor bisa, 

atau pas rapat-rapat gitu ngasih 

masukan juga bisa. 
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Baznas Klaten? Secara online ada juga whatsappnya. 
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Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal    : 05 April  2023 

Lokasi     : MAN 1 Klaten 

Informan   : Afifah ( Mustahiq (1) Siswi MAN 1 Klaten XI 

MIPA 3) 

A. Akuntabilitas 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Akuntabilitas Hukum & Kejujuran 

a.  Regulasi pemerintah apa 

yang dijadikan landasan 

berdirinya BAZNAS 

Klaten? 

Setahu saya itu lembaga resmi gitu i 

mbak, kalau landasannya apa saya 

kurang tau. 

b.  Bagaimana dasar 

kebijakan pembagian 

divisi pengelolaan zakat 

dan penyaluran zakat 

terhadap 8 asnaf? 

Itu kan organisasi dibawah pemerintah 

dan pasti ada hukumnya dalam 

pembagian divisi. 

Kalau secara keseluruhan belum tau ya 

mbak, tapi kalau di MAN ini 

penerimanya ada beberapa golongan 

kaya fakir, miskin, yatim gitu-gitu. 

2.  Akuntabilitas Proses 

a. Bagaimana prosedur Kalau saya dulu direkomendasikan 
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dalam melaksanakan 

kegiatan penyaluran atau 

pendistribusian zakat yang 

dilakukan oleh Baznas 

Klaten? 

sama wali kelas mbak, terus ditanyain 

sama Pak Madi yang ngurusin zakat ini, 

dapat bantuan ini buat bayar SPP mau 

atau engga gitu. 

3. Akuntabilitas Program 

a. Apakah Baznas Klaten 

melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dalam 

menjalankan setiap 

programnya? 

Kalau nonton di postingan instagramnya 

itu ada mbak, saya ngefollow 

instagramnya iu untuk cari tau info-info 

beasiswa dan bantuan. Tapi kalau ikut 

secara langsung saya belum pernah. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

a. Sebagai Mustahiq apakah 

Bapak / Ibu  puas dengan 

keputusan yang diambil 

Baznas Klaten dalam 

menjalankan programnya? 

Puas sekali mbak karena sudah dibantu 

bayar sekolah. 

5. Akuntabilitas Financial 

a. Bagaimana cara Baznas 

Klaten 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana zakat? 

Yang pasti menjalankan program yang 

membantu di program pendidikan 

seperti ini, terus juga mengunggah 

aktivitasnya di sosial media. 

b. Apakah Bapak / Ibu yakin Yaa yakin yakin saja sih mbak. Saya 
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tidak adanya manipulasi 

dalam menyampaikan 

mepertanggungjawaban 

yang disampaikan Baznas 

Klaten? 

merasa yakin karena itu lembaga resmi 

jadi sudah ada aturannya. 

 

 

B. Transparansi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Media apa saja yang 

disediakan oleh Baznas 

Klaten guna 

memublikasikan 

kegiatannya? 

Setahu saya kalau publikasi kegiatannya 

aktif diupload di Instagram mbak. 

2. Apakah laporan keuangan 

diterbitkan secara berkala 

dan teratur? 

Kalau yang saya ketahui laporan 

penyaluran mbak, itu kan 

penyalurannya tiap semester. Saya ya 

jadi paham berapa-berapa dapatnya. 

3. Apakah ada media 

penyampaian kritik dan 

saran yang disediakan oleh 

Baznas Klaten? 

Setahu saya ada lewat sosmed ya mbak, 

kaya DM Instagram terus mereka juga 

menyediakan chat via Whatsapp. 
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Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal    : 05 April  2023 

Lokasi     : MAN 1 Klaten 

Informan   : Winda ( Mustahiq (2) Siswi MAN 1 Klaten XI 

Agama) 

A. Akuntabilitas 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Akuntabilitas Hukum & Kejujuran 

a.  Regulasi pemerintah apa 

yang dijadikan landasan 

berdirinya BAZNAS 

Klaten? 

Ada izin dari pemerintah mungkin ya 

mbak, kalau itu kurang tau saya 

soalnya. Taunya Baznas itu lembaga 

resmi.  

b.  Bagaimana dasar 

kebijakan pembagian 

divisi pengelolaan zakat 

dan penyaluran zakat 

terhadap 8 asnaf? 

Kalau pembagian divisi nya gimana itu 

saya kurang tau mbak, tapi kalau 

gologan yang dapat bantuan itu 

mungkin sudah ya mbak, di MAN ini 

soalnya yang nerima digolongkan jadi 

beberapa golongan. 

2.  Akuntabilitas Proses 

a. Bagaimana prosedur 

dalam melaksanakan 

Dari wali kelas mbak, jadi didata sama 

wali kelas, terus sama sekolah 
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kegiatan penyaluran atau 

pendistribusian zakat yang 

dilakukan oleh Baznas 

Klaten? 

direkomendasikan ke Baznas Klaten. 

Kalau dapat nanti di kasih tau sama Bu 

Sri dan dijelaskan ini dapatnya sgini 

segini gitu. 

3. Akuntabilitas Program 

a. Apakah Baznas Klaten 

melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dalam 

menjalankan setiap 

programnya? 

Kalau sepengetahuan saya ada ya mbak 

sosialisasi. Tapi saya belum pernah ikut. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

a. Sebagai Mustahiq apakah 

Bapak / Ibu  puas dengan 

keputusan yang diambil 

Baznas Klaten dalam 

menjalankan programnya? 

Puas mbak, saya sangat terbantu dalam 

membayar SPP dari Baznas. 

5. Akuntabilitas Financial 

a. Bagaimana cara Baznas 

Klaten 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana zakat? 

Yang saya tau ya menjalankan program 

ini ya mbak, yang mendukung 

pendidikan. 

b. Apakah Bapak / Ibu yakin 

tidak adanya manipulasi 

Yakin si mbak, soalnya itu kan pasti ada 

pengawasannya. 
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dalam menyampaikan 

mepertanggungjawaban 

yang disampaikan Baznas 

Klaten? 

 

A. Transparansi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Media apa saja yang 

disediakan oleh Baznas 

Klaten guna 

memublikasikan 

kegiatannya? 

Setahu saya ada Instagramnya mbak, 

ada website juga tapi saya ngga pernah 

liat-liat websitenya. 

2. Apakah laporan keuangan 

diterbitkan secara berkala 

dan teratur? 

Kalau yang saya tau itu saat penyaluran 

ya mbak, tiap semester. 

Jadi tau jumlahnya berapa-berapa. 

 

3. Apakah ada media 

penyampaian kritik dan 

saran yang disediakan oleh 

Baznas Klaten? 

Ya setahu saya bisa via Whatssapp sama 

Instagram mbak. 
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Teknik Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal    : 05 April  2023 

Lokasi     : MAN 1 Klaten 

Informan   : Anggita ( Mustahiq (3) Siswi MAN 1 Klaten XI 

MIPA 3) 

A. Akuntabilitas 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Akuntabilitas Hukum & Kejujuran 

a.  Regulasi pemerintah apa 

yang dijadikan landasan 

berdirinya BAZNAS 

Klaten? 

Kalau landasan berdirinya Baznas saya 

kurang tau i mbak. Saya tahunya ya 

Baznas itu lembaga resmi pemerintah. 

b.  Bagaimana dasar 

kebijakan pembagian 

divisi pengelolaan zakat 

dan penyaluran zakat 

terhadap 8 asnaf? 

Kalau penyaluran zakat sesuai golongan 

itu atau belum menurut saya sudah ya 

mbak, karena di MAN 1 Klaten sendiri 

ada beberapa penerimanya ada beberapa 

golongan seperti fakir, miskin, terus ada 

juga yatim piatu gitu mbak jadi 

digolongkan sendiri-sendiri. 

Untuk pembagian divisi saya kurang tau 

mbak, mungkin juga sudah diatur baik 

ya, ada divisi-divisi yang dibentuk 
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sesuai dengan tugas mereka. 

2.  Akuntabilitas Proses 

a. Bagaimana prosedur 

dalam melaksanakan 

kegiatan penyaluran atau 

pendistribusian zakat yang 

dilakukan oleh Baznas 

Klaten? 

Yang ndaftarin wali kelas sih mbak, trus 

nanti urusannya sama Pak Madi kalau 

sudah cair baru dikasih tau ini dapet 

segini-segini dari Baznas, terus 

wajibkan buat bayar SPP, nanti dapat 

bukti kaya kwitansi gitu sama kartu SPP 

kita ditulis bantuan dari Baznasnya bisa 

buat bayar berapa bulan. 

3. Akuntabilitas Program 

a. Apakah Baznas Klaten 

melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dalam 

menjalankan setiap 

programnya? 

Kalau sosialisasi sudah pasti ada ya 

mbak, saya pernah liat di Instagramnya 

ada sosialisasi sama ajakan-ajakan 

membayar zakat gitu.. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

a. Sebagai Mustahiq apakah 

Bapak / Ibu  puas dengan 

keputusan yang diambil 

Baznas Klaten dalam 

menjalankan programnya? 

Puas mbak, sangat puas dan senang 

senang sekali saya. Terbantu sekali bisa 

ngringanin orangtua saya. 

5. Akuntabilitas Financial 
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a. Bagaimana cara Baznas 

Klaten 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana zakat? 

Mengadakan program-program itu 

mbak, kaya dananya untuk bantu saya 

dibidang pendidikan, terus ada program 

lain kayaknya juga diupload di 

Instagram mereka. 

b. Apakah Bapak / Ibu yakin 

tidak adanya manipulasi 

dalam menyampaikan 

mepertanggungjawaban 

yang disampaikan Baznas 

Klaten? 

Kalau saya yakin-yakin aja ya mbak, 

kalau lembaga gitu biasanya ada 

pengawasnya kan mbak, kalau misal 

bermasalah dan engga jujur yang kena 

ya pengurusnya sendiri. 

 

B. Transparansi 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Media apa saja yang 

disediakan oleh Baznas 

Klaten guna 

memublikasikan 

kegiatannya? 

Setahu ku ada beberapa sosmed ya 

mbak, ada Instagram, Facebook, 

Website, tapi yang paling aktif ada 

Instagram. Saya follow Instagramnya 

mbak, itu mereka upload kegiatan dan 

info-info disana. 

2. Apakah laporan keuangan 

diterbitkan secara berkala 

Saya taunya ya kalau pas penyaluran 

dana gitu mbak tiap semester sekali. 

jadi tau dananya berapa dibagi ke siapa 
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dan teratur? aja gitu. 

3. Apakah ada media 

penyampaian kritik dan 

saran yang disediakan oleh 

Baznas Klaten? 

Bisa hubungin langsung via DM  atau 

chat di Whatsapp mbak. 
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Gambar Data Mustahiq Penerima Bantuan Dana Pendidikan. 

(Sumber : UPZ MAN 1 Klaten) 
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Gambar Bukti Transaksi Penyerahan Dana Zakat 

(Sumber : UPZ MAN 1 Klaten) 
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Gambar Bukti Penyetoran Zakat 

(Sumber : UPZ MAN 1 Klaten) 

 

 

Gambar data Muzakki dan jumlah yang dibayarkan 

(Sumber : UPZ MAN 1 Klaten) 
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Gambar Kegiatan Pendistribusian Zakat (Sumber: Baznas Klaten) 

 

 
Gambar Kegiatan Rapat Koordinasi (Sumber: Baznas Klaten) 
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Gambar Kegiatan Survey dan Monitoring Mustahiq (Sumber : Baznas Klaten) 
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Gambar Buletin Baznas Klaten. 
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